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KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT. Tuhan Yang Maha Esa,
atas kuasanya Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (Kanwil DJKN)
Aceh telah menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) Tahun 2022. Hal ini
merupakan wujud pertanggungjawaban keberhasilan kinerja Kanwil DJKN Aceh atas
pelaksanaan tugas dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya yang telah
diberikan kepada Kanwil DUKN Aceh selama tahun 2022.

Laporan Kinerja disusun sebagai implementasi Peraturan Presiden Republik
Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan
Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja

Instansi Pemerintah.

Pengukuran kinerja dalam Laporan Kinerja Tahun 2022 dilakukan berdasarkan
hasil capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan
pencapaian sasaran strategis sesuai dengan kontrak kinerja Kanwil DJKN Aceh.
Sebagaimana penetapan IKU Kemenkeu Two pada Kanwil DJKN Aceh Tahun 2022,
maka rata-rata capaian IKU Kanwil DJKN Aceh Tahun 2022 (Nilai Kinerja Organisasi)
adalah sebesar 114,48% dari 12 Sasaran Strategis (SS) dengan total 20 IKU. NKO
Tahun 2022 mengalami pertumbuhan positif dibandingkan dengan Tahun 2021
(112,26%). Hal tersebut menandakan upaya luar biasa dari Kanwil DJKN Aceh dalam
mencapai target dan upaya perbaikan terus menerus demi menuju kesempurnaan

sesuai dengan nilai-nilai Kementerian Keuangan.

Laporan Kinerja Tahun 2022 merupakan media pertanggungjawaban atas
mandat dan capaian kinerja yang telah ditetapkan, serta menjadi sarana evaluasi atas

pencapaian kinerja dan umpan balik bagi langkah perbaikan di masa mendatang.

Banda Aceh, Februari 2023
Kepala Kantor,

Syukriah HG




RINGKASAN EKSEKUTIF

Penyelenggaraan good governance dilaksanakan untuk mewujudkan penyelenggaraan
pemerintahan dan pembangunan yang berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung
jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), perlu diterapkannya prinsip-
prinsip kepemerintahan yang baik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28
Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme yang terdiri dari prinsip/asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan
negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas

profesionalitas dan asas akuntabilitas.

Berdasarkan evaluasi kinerja Tahun 2022, secara keseluruhan kinerja Kanwil DJKN
Aceh yang terdiri 12 Sasaran Strategis (SS) dengan 20 IKU, sudah memenuhi ekspektasi
(berstatus hijau). Nilai Kinerja Organisasi (NKO) adalah sebesar 114,48%, terjadi peningkatan
dari NKO tahun lalu (112,26%). Pencapaian target dan realisasi IKU tahun 2022 secara

ringkas, yaitu:

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama Target Realisasi %
1. Peningkatan Kontribusi Persentase Penerimaan Negara dari Pengelolaan 100% 170,12% 120%
Kekayaan Negara dan Kekayaan Negara dan Lelang
Lelang Terhadap Persentase produktivitas lelang 36% 56,33% 120%
Perekonomian Tingkat keberhasilan joint program pelaksanaan 80 100 120%
RCE dan pengembangan UMKM
2. Pengelolaan Kekayaan Persentase Realisasi Pokok Lelang 100% 220,15% 120%
Negara dan Lelang yang
Memenuhi Harapan Persentase Penurunan outstanding Piutang 100% 180,41% 120%
Pengguna Jasa Negara
3. Kepuasan Pengguna Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Kanwil dan 4,55 4,84 106,37%
Layanan yang Tinggi KPKNL
4. Pengelolaan Kekayaan Tingkat kesesuaian Penggunaan BMN dengan 65% 76% 117,32%
Negara dan Lelang yang | SBSK
Optimal Persentase bidang tanah BMN yang disertifikatkan 100% 108,55% | 108,55%
Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang 100% 120% 120%
Negara (BKPN)
Persentase Implementasi Evaluasi kinerja BMN 100% 110,35% 110,35%
(portofolio aset)
5. Pelaksanaan Penilaian Deviasi ketergunaan hasil penilaian 19% 0,41% 120%
yang Akuntabel dan
Profesional
6. Penerapan tata kelola Persentase pelaksanaan lelang e-auction dan e- 92% 100,00% 108,70%
Piutang Negara dan conventional auction
Lelang yang Efektif Deviasi Data PNBP Fungsional DJKN 10% 2,11% 120%
7. Edukasi yang efektif Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi 92 98,10 106,63%
8. Pengawasan dan Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan 85% 90,91% 106,95%
pengendalian yang kekayaan negara
efektif
9. SDM yang Kompeten Persentase pengembangan kompetensi pegawai 100% 120,00% 120,00%
10. | Organisasi yang fit for Nilai Pemenuhan Unit Kerja terhadap kriteria ZI 85 96,56 113,60%
purpose menuju WBBM
Nilai review pengelolaan kinerja 80 95,72 119,65%
11. | Penguatan pengelolaan Persentase kualitas pelaksanaan anggaran 95,5% 97,55% 102,16%
Keuangan dan BMN
yang Optimal




12. | Penguatan Tata Kelola Indeks Efektivitas ekosistem kehumasan 3,55 3,97
Kehumasan dalam
Ekosistem Kolaboratif

111,83%

Penjabaran terkait Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Kanwil DJKN Aceh

akan tergambar pada setiap bab dalam Laporan Kinerja ini.



BAB |
PENDAHULUAN

A. Umum

Sebagai salah satu unit di lingkungan Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal
Kekayaan Negara (DJKN) mempunyai peran strategis dalam merumuskan dan
melaksanakan kebijakan di bidang barang milik negara, kekayaan negara dipisahkan,
kekayaan negara lain-lain, penilaian, piutang negara, dan lelang. Dalam melaksanakan
tugas tersebut, DJKN dituntut untuk melaksanakan dengan prudent, transparan,
akuntabel, efektif, dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip good governance
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Asas good governance sebagai salah satu azas penyelenggaraan yang tercantum
dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah azas akuntabilitas yang
menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara
harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang
kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan peraturan perudang-undangan yang berlaku.
Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan Laporan
Kinerja (LAKIN).

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (Kanwil DJKN) Aceh sebagai
salah satu instansi vertikal yang berada di bawah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
juga bertanggungjawab menyusun LAKIN Tahun 2022 sebagai pertanggungjawaban
Kanwil DJKN Aceh dalam pencapaian tujuan/sasaran strategis organisasi. Berikut ini
gambaran umum dari Kanwil DJKN Aceh sebagai instansi vertikal di lingkungan Direktorat
Jenderal Kekayaan Negara yang meliputi tugas pokok dan fungsi organisasi, struktur

organisasi dan peran strategis Kanwil DJKN Aceh.

B. Tugas dan Fungsi

Kantor Wilayah DJKN Aceh merupakan instansi vertikal di lingkungan Direktorat
Jenderal Kekayaan Negara yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung
kepada Direktur Jenderal Kekayaan Negara. Adapun tugas dan fungsi Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 154/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal

DJKN adalah melaksanakan koordinasi, bimbingan teknis, supervisi, pengendalian,



evaluasi dan pelaksanaan tugas di bidang kekayaan negara, piutang negara dan lelang.

Dalam melaksanakan tugasnya tersebut, Kanwil DJKN menyelenggarakan fungsi:

10.
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Dalam

pemberian bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan di bidang
kekayaan negara;

pemberian bimbingan teknis, pemantauan, evaluasi, dan koordinasi pengurusan
piutang negara dan kewenangan Panitia Urusan Piutang Negara;

pemberian bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi atas penatausahaan,
penagihan, dan optimalisasi dalam rangka pengelolaan piutang negara;

pemberian bimbingan teknis, supervisi, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan di
bidang penilaian;

pemberian bimbingan teknis, penggalian potensi, pemantauan, evaluasi, dan
verifikasi lelang serta pengembangan lelang;

pemberian pelayanan advokasi di bidang kekayaan negara, penilaian, dan lelang;
pemberian bimbingan teknis pemantauan, evaluasi, dan pelaksanaan pelayanan
informasi serta pelaksanaan verifikasi pengurusan piutang negara dan lelang;
pembinaan terhadap Penilai, Jasa Lelang, dan Profesi Lelang;

penyiapan bahan bimbingan dan evaluasi kepatuhan Prinsip Mengenali Pengguna
Jasa;

pelaksanaan pengawasan teknis pengelolaan kekayaan negara, pengurusan piutang
negara, penilaian, dan lelang;

. pelaksanaan penilaian dan pengurusan piutang negara; dan

. pelaksanaan administrasi Kantor Wilayah.

melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Kepala Kanwil DJKN Aceh senantiasa

berpegang teguh pada visi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, yaitu:

‘Menjadi Pengelola Kekayaan Negara Yang Profesional Dan Akuntabel Dalam

Rangka Mendukung Visi Kementerian Keuangan: Menjadi Pengelola Keuangan

Negara Untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia Yang Produktif, Kompetitif,

Inklusif, dan Berkeadilan, Serta Untuk Sebesar-besar Kemakmuran Rakyat di
Lingkungan Kanwil DJKN Aceh”

C. Struktur Organisasi Kanwil DJKN Aceh

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154 /PMK.01/2021 tentang

Organisasi dan tata kerja instansi vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan, Kanwil DJKN

Aceh memiliki 2 (dua) kantor operasional yang aktif, yaitu Kantor Pelayanan Kekayaan
Negara dan Lelang (KPKNL) Banda Aceh dan KPKNL Lhokseumawe. Selain memiliki
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kantor operasional, strutur organisasi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan
Negara Aceh terdiri dari:

Bagian Umum;

Bidang Pengelolaan Kekayaan Negara;

Bidang Penilaian;

Bidang Piutang Negara;

Bidang Lelang;

Bidang Kepatuhan Internal Hukum dan Informasi;

N o g bk~ w0 Db =

Kelompok Jabatan Fungsional

Gambar 1.1
Bagan Organisasi Kantor Wilayah Ditjen Kekayaan Negara

Wilayah kerja Kanwil DJKN Aceh meliputi seluruh wilayah Propinsi Aceh yang terdiri dari
23 Kabupaten/Kota yang terbagi dalam wilayah kerja KPKNL Banda Aceh dan KPKNL

Lhokseumawe. Adapun peta wilayah kerja Kanwil DJKN Aceh adalah sebagai berikut:

Gambar 1.2
Peta Wilayah Propinsi Aceh




Wilayah kerja KPKNL Banda Aceh, meliputi:

1. Kota Banda Aceh 8. Kab. Aceh Singkil

2. Kota Sabang 9. Kab. Aceh Jaya

3. Kab. Pidie 10. Kab. Aceh Barat Daya
4. Kab. Pidie Jaya 11. Kab. Simeulue

5. Kab. Aceh Besar 12. Kota Subulussalam

6. Kab. Aceh Barat 13. Kabupaten Nagan Raya
7. Kab. Aceh Selatan

Wilayah kerja KPKNL Lhokseumawe, meliputi:

1. Kota Lhokseumawe 6. Kab. Aceh Tenggara
2. Kab. Aceh Utara 7. Kab. Bireuen

3. Kab. Aceh Tengah 8. Kota Langsa

4. Kab. Aceh Timur 9. Kab. Bener Meriah
5. Kab. Aceh Tamiang 10. Kab. Gayo Lues

Kanwil DJKN Aceh didukung oleh 36 orang pegawai dari berbagai bidang keahlian seperti
ekonomi, akuntansi, manajemen, hukum, dan lainnya. Komposisi pegawai berdasarkan

tingkat jabatan, golongan, pendidikan, dan gender adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1
Komposisi Pegawai Kanwil DJKN Aceh Berdasarkan Jabatan dan Golongan

No Jabatan Golongan Jumlah

Pelaksana

Eselon IV

Eselon Il

-----




Tabel 1.2
Komposisi Pegawai Kanwil DUKN Aceh Berdasarkan Pendidikan

Pendidikan Golongan Jumlah

1

BN vaN/isMasLTAKPAA - - 3 - 3
K o ; 2 : ; 2
| 5 [BE . 6 - - 6
KN p4/si - - 16 ; 16
S2 . . 5 7
KN s: ; ; 1 1 2

Tabel 1.3
Komposisi Pegawai Kanwil DJKN Aceh Berdasarkan Gender

n Laki-laki ; 3 17 5 25
n Perempuan - 5 5 1 11
Tabel 1.4

Komposisi Pegawai Kanwil DJKN Aceh Berdasarkan Kelompok Umur dan Golongan

No Kelompok Umur Golongan

Kl 5 - 30 tahun
I} 51 - 20tahun . 1 1 10
Il 41 - 50 tahun ; : 3
n di atas 50 tahun - - 2
Jumlah - 8 22 6 36

Tabel 1.5
Komposisi Tenaga Fungsional Pada Kanwil DJKN Aceh

Jabatan Fungsional Jumlah

n Juru Sita 3

n Pejabat Fungsional Pelelang -




n Pejabat Fungsional Penilai 1

“ Pemeriksa 3
7

D. Isu Strategis

a.

Percepatan sertifikasi BMN berupa tanah Tahun 2022 di Lingkup Kantor Wilayah
DJKN Aceh sebanyak 3.940 bidang. Realisasi sampai Q4 pensertipikatan BMN
berupa tanah mencapai 4.277 bidang, capaian tersebut melebihi dari bidang tanah

yang telah ditargetkan di tahun 2022.

. Pencapaian pokok lelang dari target Rp. 79.000.000.000,00 dengan realisasi Rp.

173.920.353.677,00. Hal tersebut mengalami pertumbuhan yang sangat tinggi dari
pokok lelang yang ditargetkan, meskipun dengan penerapan Qanun Lembaga
Keuangan Syariah di Provinsi Aceh yang secara aktif telah dilaksanakan.

Crash Program sesuai dengan undang-undang APBN tahun 2022 yang mendukung

Program Pemulihan Ekonomi Nasional.

E. Sistematika Laporan

1.

Ikhtisar Eksekutif

Bagian ini menguraikan secara singkat tentang tujuan dan sasaran yang akan
dicapai beserta hasil capaian, kendala-kendala yang dihadapai dalam mencapai

tujuan dan sasaran, serta langkah antisipatifnya
Bab I. Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi dengan penekanan kepada
aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang

sedang dihadapi organisasi.
Bab Il. Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar Perjanjian Kinerja tahun 2022.

. Bab lll. Akuntabilitas Kinerja

a. Capaian Kinerja Organisasi
Pada sub bab ini disajikan disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap
pernyataan Kkinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil
pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran
strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;



2) Membandingkan antara realisasi kinerja sampai dengan tahun 2021 dengan
tahun 2022;

3) Menganalisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau
peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;

4) Menganalisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;

5) Menganalisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun
kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

6) Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah
disusun dalam pencapaian kinerja (dengan memperhatikan rencana aksi
yang telah diupload ke aplikasi e-sakip).

7) Rencana aksi ke depan.

b. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah
digunakan untuk mewujudkan kinerja Kanwil DJKN Aceh sesuai dengan

dokumen Perjanjian Kinerja.
5. Bab IV. Penutup

Pada bab ini diuraikan kesimpulan umum atas capaian kinerja Kanwil DJKN Aceh

serta langkah yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja pada tahun 2022.
6. Lampiran
1) Perjanjian Kinerja

2) Lain-lain yang dianggap perlu
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BAB I
PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Rencana Strategis Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Tahun 2020 — 2024 ditetapkan
dalam Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 245/KN/2020 tanggal 29
Agustus 2020 memuat tentang visi, misi, tujuan, sasaran dan program yang realistis dan
digunakan untuk mengantisipasi kondisi masa depan sehingga dapat mencapai target
yang diinginkan. Kantor Wilayah DJKN Aceh memiliki visi yang sama dengan Direktorat

Jenderal Kekayaan Negara untuk tahun 2020-2024 yaitu

‘Menjadi Pengelola Kekayaan Negara Yang Profesional Dan Akuntabel Dalam
Rangka Mendukung Visi Kementerian Keuangan: Menjadi Pengelola Keuangan
Negara Untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia Yang Produktif, Kompetitif,

Inklusif, dan Berkeadilan, Serta Untuk Sebesar-besar Kemakmuran Rakyat di

Lingkungan Kanwil DJKN Aceh’.

Untuk merealisasikan visi yang telah ditetapkan, maka Kanwil DJKN Aceh menetapkan

misi seperti yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, yaitu:

1.1. Mengoptimalkan pengelolaan kekayaan negara;

1.2.  Mengamankan kekayaan negara secara fisik, administrasi, dan hukum;

1.3.  Meningkatkan tata kelola dan nilai tambah pengelolaan kekayaan negara;

1.4. Menghasilkan nilai kekayaan negara yang wajar dan dapat dijadikan acuan dalam
berbagai keperluan.

1.5. Mewujudkan lelang yang efisien, transparan, akuntabel, adil, dan kompetitif
sebagai instrumen jual beli yang mampu mengakomodasi kepentingan

masyarakat.

Penjabaran atas misi tersebut ditetapkan dalam suatu bentuk tujuan yang memiliki
korelasi dengan misi yang telah dinyatakan sebelumnya. Tujuan Kanwil DJKN Aceh
sebagaimana tujuan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara adalah sebagai berikut:
a. Pengelolaan kekayaan negara yang lebih efisien dan efektif serta memberi manfaat
finansial dan sosial;
b. Pelayanan lelang yang modern dan terpercaya,;
Pelayanan penilaian yang akuntabel dan efisien;

d. Birokrasi dan layanan publik DJKN yang agile, efektif, dan efisien;
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Dalam kurun waktu 2020-2024, Kanwil DJKN Aceh mempunyai arah kebijakan yang
dapat mendorong peningkatan kualitas pengelolaan kekayaan negara secara profesional
dan akuntabel demi terwujudnya visi dan misi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Arah
kebijakan dan strategi Kanwil DJKN Aceh tahun 2020-2024 dalam rangka mendukung

pencapaian tujuan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara adalah sebagai berikut:

1. Pengelolaan Kekayaan Negara yang lebih efisien dan efektif serta memberi manfaat

finansial

Kondisi yang ingin dicapai dalam Pengelolaan Kekayaan Negara yang lebih efisien
dan efektif dan optimal serta pengelolaan investasi pemerintah yang memberikan

manfaat ekonomi, sosial, dan lainnya.
Adapun strategi yang untuk mewujudkannya adalah :

a. Rekonsiliasi dan pemutakhiran data piutang negara seluruh K/L;
Optimalisasi pengelolaan piutang negara;

c. Penguatan regulasi di bidang kekayaan negara melalui penyusunan RUU
Pengelolaan Kekayaan Negara;

d. Penyederhanaan regulasi di bidang Pengelolaan BMN dengan tetap menjaga
akuntabilitas.

Adapun strategi yang dilakukan untuk mewujudkan kondisi pengelolaan investasi

pemerintah yang memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan lainnya adalah:

a. Peningkatan kapasitas SDM, perbaikan bisnis proses dan perangkat analisis

Investasi Pemerintah;

b. Cross function unit vertikal DJKN/Kementerian Keuangan (DJP/DJBC/DJPB) dan

SMV Kementerian Keuangan dalam pelaksanaan program kerja SMV.

2. Pelayanan lelang yang modern dan terpercaya

Kondisi yang ingin dicapai dalam rangka Pelayanan lelang yang modern dan

terpercaya adalah pengelolaan lelang yang optimal.

Adapun strategi yang dilakukan untuk mewujudkan pengelolaan lelang yang optimal

adalah :

a. Pelaksanaan e-Auction yang mengakomodasi prinsip-prinsip e-commerce baik
secara mandiri atau bekerja sama dengan perusahaan start-up di bidang
marketplace.

b. Pengembangan kualitas sumber daya manusia di bidang lelang dengan

kemampuan teknologi informasi yang andal dan modern;
- -]
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3. Pelayanan penilaian yang akuntabel dan efisien

Kondisi yang ingin dicapai dalam rangka pelayanan penilaian yang akuntabel dan

efisien adalah penilaian yang berkualitas.

Adapun strategi yang dilakukan untuk penilaian yang berkualitas antara lain:

a. Pengembangan sistem informasi penilaian yang terintegrasi dengan instansi
terkait secara nasional yang dapat digunakan dalam pengelolalan kekayaan
negara;

b. Peningkatan kompetensi Pejabat Fungsional Penilai Pemerintah.

4. Birokrasi dan layanan publik DJKN yang agile, efektif, dan efisien

Kondisi yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan birokrasi dan layanan publik

DJKN yang agile, efektif, dan efisien adalah:

a. Organisasi dan SDM yang optimal,
b. Sistem informasi yang andal dan terintegrasi;
c. Pengendalian dan pengawasan internal yang bernilai tambabh;
d. Komunikasi publik yang efektif.

Strategi yang dilakukan untuk mencapai organisasi dan SDM yang optimal adalah:
a. Restrukturisasi dan penajaman tugas dan fungsi unit kerja DJKN;
b. Penguatan penyedia tenaga fungsioanl dan professional bersertifikasi;
c. Pembentukan unit pengelola BMN Hulu Migas.

Strategi yang dilakukan untuk mencapai sistem informasi yang andal dan terintegrasi
adalah:
a. Transformasi digital manajemen asset dengan mewujudkan IT-Based Service

Kekayaan Negara;

b. Pengembangan pusat data yang integrative dan andal untuk berbagai kepentingan;
c. Peningkatan kapabilitas tata Kelola TIK DJKN.

Strategi yang dilakukan untuk mencapai pengendalian dan pengawasan internal
yang bernilai tambah adalah penguatan unit kepatuhan internal di Direktorat Jenderal

Kekayaan Negara.

Strategi yang dilakukan untuk mencapai komunikasi publik yang efektif adalah

peningkatan kapabilitas dan tata Kelola kehumasan.
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B. Perjanjian Kinerja

Untuk menjamin tercapainya sasaran dan target secara optimal dan tepat waktu, telah
dirumuskan dalam sasaran strategi Kanwil DJKN Aceh Tahun 2022 yang tertuang dalam

bentuk peta strategi Kanwil DJKN Aceh.

Gambar 2.1
Peta Strategi Kanwil DUKN Aceh 2022
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Berdasarkan Strategy Map Kemenkeu-Two Kanwil Tahun 2022, menerapkan 4
perspektif, 12 Sasaran Strategis (SS) dengan 20 Indikator Kinerja Utama (IKU). Berikut
ini merupakan Sasaran Strategis (SS) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kanwil DJKN
Aceh beserta target yang telah ditetapkan untuk tahun 2022.

Stakeholder Perspective (25%)

Merupakan perspektif yang berisi hal-hal yang harus dihasilkan oleh organisasi agar
dinilai berhasil oleh stakeholder. Dalam perspektif ini terdapat 1 sasaran strategis, yaitu

Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian.

Sasaran Strategis 1: Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang

Terhadap Perekonomian

Sesuai ketentuan dalam Pasal 28 Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 tentang
Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara mempunyai tugas

menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang barang milik
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negara, kekayaan negara dipisahkan, kekayaan negara lain-lain, penilaian, piutang
negara, dan lelang.

Pengelolaan kekayaan negara dapat dikatakan optimal apabila kegiatan pengelolaan
BMN, KNL, KND, piutang negara, dan lelang terutilisasi sesuai potensi tertinggi dan
terbaiknya, sehingga mampu meningkatkan kontribusi penerimaan negara.

Selain itu, Peningkatan kondisi ekonomi negara disertai pula dengan peningkatan
jumlah penerimaan dan belanja negara dalam APBN yang berdampak pada
meningkatnya jumlah aset yang dikelola oleh Kementerian Keuangan. Peningkatan aset
negara juga didorong oleh kebijakan pembangunan infrastruktur publik yang masif. Oleh
karena itu, Tujuan pengelolaan kekayaan negara yang optimal menjadi komitmen dalam
kontribusi terhadap kondisi perekonomian negara

Sasaran strategis ini mempunyai 3 Indikator Kinerja Utama, sebagaimana terlihat

dalam tabel dibawah ini.

Tabel IKU Kanwil DJKN Aceh pada SS.1

Indikator Kinerja SEVIETD) Target
Persentase Penerimaan Negara dari Pengelolaan | Persentase 100
Kekayaan Negara dan Lelang
Persentase Produktivitas Lelang Persentase 36
Tingkat Tingkat keberhasilan joint program | Indeksasi 80
pelaksanaan RCE dan pengembangan UMKM

Customer Perspective (15%)

Merupakan perspektif yang berisi hal-hal yang harus dihasilkan oleh organisasi agar
dinilai berhasil oleh customer. Dalam perspektif ini terdapat 2 sasaran strategis, yaitu
Pengelolaan Kekayaan Negara yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa, dan Kepuasan

Pengguna Layanan yang Tinggi.

Sasaran Strategis 2: Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi

Harapan Pengguna Jasa

Pengelolaan Kekayaan Negara dan lelang yang optimal harus mengedepankan sisi
implementasi pada pelaksanaan tugas pelayanan terhadap pengguna jasa. Dalam
pelaksanaakompetitif, akuntabel, transparan, dengan harga tertinggi serta berkontribusi
kepada penerimaan negara. Pengelolaan lelang meliputi perhitungan pada jumlah pokok
lelang, PNBP lelang dan produktivitas lelang yang dihasilkan dari hasil pelaksanaan

lelang oleh KPKNL (JF Pelelang), Pejabat Lelang Kelas Il dan Pegadaian, perhitungan
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pengelolaan lelang diharapkan dapat mengukur tingkat optimalisasi penyelenggaraan

lelang.
Tabel IKU Kanwil DJKN Aceh pada SS.2
Indikator Kinerja Satuan Target
Persentase Realisasi Pokok Lelang % 100
Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara % 100

Sasaran Strategis 3: Kepuasan Pengguna Layanan yang Tinggi

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik,
pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan
kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga
negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administrasi yang

disediakan oleh penyelenggaran pelayanan publik.

Pelayanan publik prima ditandai dengan terpenuhinya seluruh aspek
penyelenggaraan pelayanan publik yang meliputi standar pelayanan, maklumat
pelayanan, system informasi, sarana dan prasarana, biaya/tarif pelayanan, pengelolaan
pengaduan, dan penilaian kinerja sehingga berdampak pada terwujudnya kepuasan dan

terpenuhinya harapan pengguna layanan (exceeding customer needs).

Pemenuhan layanan publik diukur berdasarkan hasil survey kepuasan pelanggan oleh
Lembaga independen berdasarkan pemenuhan atas asa penyelenggaraan pelayanan
publik sesuai dengan UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, yaitu (a)
kepentingan umum; (b) kepastian hukum; (c) kesamaan hak; (d) keseimbangan hak dan
kewajiban; (e) keprofesionalan; (f) partisipatif; (g) persamaan perlakuan/tidak
diskriminatif; (h) keterbukaan; (i) akuntabilitas; (j) fasilitas dan perlakukan khusus bagi
kelompok rentan; (k) ketepatan waktu; dan () kecepatan, kemudahan, dan

keterjangkauan.

Tabel IKU Kanwil DJKN Aceh pada SS.3

Indikator Kinerja Satuan

Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Kanwil dan Indeks 4,55
KPKNL
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Internal Process Perspective (30%)

Berisi proses bisnis seperti apa yang menjadi ukuran keberhasilan atas pelayanan
yang dilaksanakan. Adapun sasaran strategis dalam perspektif ini terdiri dari Pengelolaan
Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal, Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan
Profesional, Penerapan tata kelola Kekayaan Negara dan Penilaian yang Efektif, Edukasi

yang efektif, dan Pengawasan dan pengendalian yang efektif.
Sasaran Strategis 4 : Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal

Menurut Pasal 28 Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 tentang Kementerian
Keuangan, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara mempunyai tugas menyelenggarakan
perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang barang milik negara, kekayaan negara
dipisahkan, kekayaan negara lain-lain, penilaian, piutang negara, dan lelang.

Kegiatan pengelolaan kekayaan negara meliputi perencanaan, penganggaran,
pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penilaian,
penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pengawasan, dan pengendalian
atas BMN, KNL, dan KND. Selain itu, yang termasuk kegiatan pengelolaan kekayaan
negara meliputi pengurusan piutang negara dan pelayanan lelang.

Pengelolaan kekayaan negara dikatakan optimal apabila seluruh BMN, KNL, dan KND
telah terutilisasi sesuai potensi tertinggi dan terbaiknya dan pengelolaan BMN, KNL, KND,
piutang negara, dan lelang mampu mendorong efektivitas, efisiensi, dan penerimaan
negara.

Sasaran strategis ini mempunyai 4 Indikator Kinerja Utama, sebagaimana terlihat

dalam tabel di bawah ini.

Tabel IKU Kanwil DJKN Aceh pada SS.4
Indikator Kinerja Satuan Target

Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan % 65
SBSK

Persentase Bidang Tanah BMN yang % 100
Disertipikatkan

Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang % 100
Negara (BKPN)

Persentase Implementasi Evaluasi Kinerja BMN % 100

(Portofolio Aset)

Sasaran Strategis 5 : Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional

Penilaian adalah suatu proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atau suatu

objek penilaian pada saat tertentu. Penilaian yang Akuntabel dan Profesional adalah
|
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penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan di bidang penilaian dan

yang berlaku umum, diselesaikan sesuai dengan SOP yang berlaku dan dapat

menghasilkan nilai sesuai dengan tujuan penilaian tersebut, serta dapat digunakan oleh

pemohon/pengguna jasa dalam mengambil keputusan pengelolaan terkait aset yang

dinilai.

Sasaran strategis ini mempunyai 1 Indikator Kinerja Utama, sebagaimana terlihat dalam
tabel.

Tabel IKU Kanwil DJKN Aceh pada SS.5

Indikator Kinerja Satuan

Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian Persentase 19%

Sasaran Strategis 6: Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Penilaian yang
Efektif

Tata Kelola merupakan serangkaian proses manajemen yang harus dilakukan untuk
menjamin terwujudnya efisiensi penggunaan sumber daya, akuntabilitas proses bisnis,
dan efektivitas tercapainya tujuan organisasi. Dalam kaitannya dengan pengelolaan
Kekayaan Negara dan Penilaian, kegiatan tata kelola meliputi beberapa kegiatan seperti
perencanaan, penatausahaan, pengawasan, dan pengendalian. Hal tersebut
dilaksanakan sesuai dengan prinsip dan kaidah tata kelola yang baik (good governance)
serta tunduk pada peraturan yang Dberlaku, sehingga hasilnya dapat

dipertanggungjawabkan.

Sasaran strategis ini mempunyai 2 Indikator Kinerja Utama, sebagaimana terlihat dalam

tabel.
Tabel IKU Kanwil DJKN Aceh pada SS.6
Indikator Kinerja SEVIED) Target
Persentase Pelaksanaan Lelang E-Auction dan E- | Persentase 92

Conventional Auction

Deviasi Data PNBP Fungsional DJKN Persentase 10

Sasaran Strategis 7: Edukasi yang efektif

Edukasi merupakan kegiatan pembinaan, bimbingan teknis, pemberian masukan,

konsultasi, atau arahan yang dilaksanakan dalam lingkup internal maupun eksternal.
|
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Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman atas proses bisnis yang harus
dilakukan baik oleh pihak internal maupun eksternal sehingga output yang ditetapkan

dalam suatu pekerjaan dapat tercapai.Ruang lingkup edukasi adalah sebagai berikut:

1. Edukasi internal dari atasan/unit superintenden kepada bawahan/unit yang diawasi,
dan
2. Edukasi eksternal dari kantor wilayah/KPKNL kepada pengguna layanan/masyarakat

umum.

Materi edukasi adalah terkait dengan pengelolaan barang milik negara, kekayaan negara
lain-lain, kekayaan negara dipisahkan, pengurusan piutang negara, dan lelang. Edukasi
dapat dikatakan efektif apabila pihak yang diedukasi memberikan feedback yang positif

atas tingkat pemahaman materi dan proses edukasi yang telah dilakukan.

Sasaran strategis ini mempunyai 1 Indikator Kinerja Utama, sebagaimana terlihat dalam
tabel.

Tabel IKU Kanwil DJKN Aceh pada SS.7
Indikator Kinerja SEVIET)

Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi Indeks 92

Sasaran Strategis 8: Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif

Pengawasan merupakan suatu kegiatan untuk memperoleh kepastian pelaksanaan
pekerjaan/kegiatan telah dilakukan sesuai dengan rencana semula. Pengendalian
dilaksanakan apabila dalam pengawasan ternyata ditemukan adanya penyimpangan
atau hambatan maka segera diambil tindakan koreksi. Pelaksaan pengawasan dan
pengendalian dapat efektif apabila dilaksanakan secara terus menerus untuk memastikan

tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai.

Pengendalian merupakan tindakan preventif dan korektif yang dilaksanakan apabila
dari hasil pemantauan dan pengawasan ditemukan adanya penyimpangan atau kendala.
Pengawasan merupakan suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh pihak internal maupun
eksternal, yang bertujuan untuk memastikan pelaksanaan pekerjaan/kegiatan telah
dilakukan sesuai dengan perencanaan dan mengikuti prosedur/ketentuan yang berlaku.
Pengendalian dan pengawasan dapat dikatakan efektif apabila pengawasan dan
pengendalian yang dilakukan mampu mendukung tercapainya tujuan organisasi.
Pengawasan dan pengendalian pengelolaan BMN meliputi kegiatan pemantauan atas

pengelolaan BMN pada K/L terutama terkait aspek utilisasi.

. _____________________________________________________________________________________________|
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Pengawasan dan pengendalian dalam pengelolaan BMN dapat dikatakan efektif

apabila memenuhi parameter sebagai berikut:

a. Terselesaikannya sengketa/permasalahan pengelolaan BMN yang ada serta
menurunnya potensi permasalahan terkait BMN di masa mendatang.

b. Temuan aparat pemeriksa tuntas ditindaklanjuti.

c. Tidak ada temuan material/fraud terkait pengelolaan BMN.

d. Surat persetujuan pengelolaan BMN pada unit pengguna barang ditindaklanjuti.

Sasaran strategis ini mempunyai 1 Indikator Kinerja Utama, sebagaimana terlihat dalam

tabel.

Tabel IKU Kanwil DJKN Aceh pada SS.8

Indikator Kinerja Satuan

Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan Persentase 85

kekayaan Negara

Learning and Growth Perspective (30%)

Berisi sumber daya internal yang dimiliki untuk melakukan perbaikan dan perubahan
sehingga dapat menghasilkan pelayanan proses bisnis seperti apa yang menjadi ukuran
keberhasilan atas pelayanan yang dilaksanakan. Adapun sasaran strategis dalam
perspektif ini terdiri dari SDM yang Kompeten, Organisasi yang Fit For Purpose,
Penguatan Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Optimal, dan Penguatan Tata Kelola

Kehumaan dalam Ekosistem Kolaboratif.

Sasaran Strategis 9: SDM yang Kompeten

SDM yang kompeten adalah SDM yang memiliki kualitas kepemimpinan yang kuat,
kompetensi teknis yang mumpuni, serta tingkah laku yang sesuai dengan nilai-nilai
organisasi. Upaya untuk mempersiapkan SDM yang berkompetensi tinggi untuk
kepentingan jangka panjang dalam rangka memberikan dukungan dan memperlancar

pelaksanaan tugas dan fungsi Kanwil DJKN.

Untuk mencapai sasaran strategis SDM yang kompetitif, DJKN telah melaksanakan
strategi Mengoptimalkan fungsi pengembangan pegawai. Sebagai upaya optimalisasi

fungsi pengembangan pegawai, DJKN telah melakukan beberapa inovasi vyaitu
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pengembangan aplikasi Diklat guna mengidentifikasi kebutuhan, perencanaan, serta

evaluasi pelaksanaan diklat yang mendorong kompetensi pegawai.

Sasaran strategis ini mempunyai 1 Indikator Kinerja Utama, sebagaimana terlihat dalam

tabel.

Tabel IKU Kanwil DJKN Aceh pada SS.9

Indikator Kinerja

Persentase pengembangan kompetensi pegawai Persentase 100

Sasaran Strategis 10: Organisasi yang Fit For Purpose

Organisasi yang fit-for-purpose adalah organisasi yang memiliki desain struktur dan

mekanisme kerja (value chain) yang selaras dengan tujuan organisasi.

Organisasi yang kondusif tercermin dengan adanya perilaku anggota organisasi yang
memiliki komitmen kuat terhadap organisasi, hubungan yang harmonis di antara setiap
anggota organisasi, serta motivasi dan etos kerja yang tinggi. Organisasi kondusif dapat
tercipta jika beberapa faktor berikut dapat berjalan dengan baik antara lain pola
komunikasi dan hubungan-hubungan dalam interaksi antarpersonal yang mempengaruhi
suasana kerja; program pengembangan SDM dan kualitas kerja; alur dan prosedur
pelaksanaan kegiatan, model jalur koordinasi dan konsultasi dalam pelaksanaan kerja;
mekanisme penyampaian pendapat dan tingkat kebebasan dalam menyampaikan
pendapat; serta program peningkatan kesejahteraan (termasuk pola jenjang Karir).
Dengan organisasi yang kondusif, pencapaian tujuan organisasi akan berjalan dengan
baik.

Sasaran strategis ini mempunyai 2 Indikator Kinerja Utama, sebagaimana terlihat dalam

tabel.

Tabel IKU Kanwil DJKN Aceh pada SS.10
Indikator Kinerja SEVIET) Target
Nilai Pemenuhan Unit Kerja terhadap Kriteria ZI Indeks 85
menuju WBBM
Nilai Reviu Pengelolaan Kinerja Indeks 80




Sasaran Strategis 11: Penguatan Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Optimal

Salah satu sumber daya organisasi sektor publik/pemerintahan adalah Anggaran.
Anggaran yang tersedia harus dikelola dengan berkualitas yang ditandai dengan
anggaran terserap sesuai rencana yang telah ditetapkan, tercapainya output, efisiensi,
konsistensi pelaksanaan anggaran, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan
ketentuan yang berlaku. Dokumen yang dipakai dalam pengelolaan anggaran adalah
DIPA. DIPA merupakan dokumen pelaksanaan anggaran yang sesuai ketentuan menjadi

dasar pengelolaan belanja.

Sasaran strategis ini mempunyai 1 Indikator Kinerja Utama, sebagaimana terlihat dalam

tabel.

Tabel IKU Kanwil DJKN Aceh pada SS.11

Indikator Kinerja SEVIETD)

Persentase kualitas pelaksanaan anggaran Persentase 95,5

Sasaran Strategis 12: Penguatan Tata Kelola Kehumasan dalam Ekosistem
Kolaboratif

Dalam rangka mencapai sasaran strategis peningkatan kepercayaan publik terhadap
pengelolaan kekayaan negara, DJKN telah melaksanakan strategi yaitu peningkatan
efektivitas layanan kehumasan. Kehumasan yang efektif diartikan sebagai terlaksananya
proses perencanaan, pelaksanaan serta evaluasi dari kehumasan secara komprehensif
sehingga fungsi kehumasan dapat berjalan dengan baik dan tepat sasaran.

Fungsi kehumasan menjadi penting mengingat dengan perkembangan teknologi yang
terjadi saat ini stakeholder (sebagai khalayak) dapat dengan mudah mengakses berbagai
informasi yang tersedia, oleh karenanya humas harus mampu memanfaatkan hal
tersebut guna memberikan informasi yang andal dan berkualitas. Ruang lingkup dari
fungsi kehumasan di DJKN mencakup perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi dari
penyampaian informasi di bidang pengelolaan kekayaan negara, penilaian, pengurusan

piutang negara, dan pelayanan lelang kepada khalayak.

Sasaran strategis ini mempunyai 1 Indikator Kinerja Utama, sebagaimana terlihat

dalam tabel.

Tabel IKU Kanwil DJKN Aceh pada SS. 12
Indikator Kinerja SEVIET)

Indeks Efektivitas ekosistem kehumasan Indeks 3,55
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C. Pengukuran Kinerja

Dalam rangka mengukur capaian indikator kinerja tahun 2022, Kanwil DJKN Aceh

berpedoman kepada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 467/KMK.01/2014 tentang

Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan. Pengukuran capaian

Indikator Kinerja Utama (IKU) ditetapkan berdasarkan ketentuan sebagai berikut :

1.

Angka maksimum indeks capaian setiap IKU ditetapkan sebesar 120%;

2. Indeks capaian IKU dikonversikan menjadi maximize semua agar sebanding dengan
yang lainnya;
3. Status capaian IKU yang ditunjukkan dengan warna merah/kuning/hijau, ditentukan
oleh Indeks Capaian IKU;
4. IKU yang ditetapkan, diupayakan realisasi pencapaiannya memungkinkan melebihi
target;
5. Untuk IKU yang capaiannya tidak memungkinkan melebihi target, maka capaiannya
ditetapkan sebagai berikut :
a. Apabila realisasi pencapaiannya sama dengan target, maka indeks capaian IKU
tersebut dikonversi 120%
b. Apabila realisasi pencapaiannya tidak memenuhi target, maka indeks capaian IKU
tersebut tidak dilakukan konversi.
Tabel Perjanjian Kinerja Kanwil DJKN Aceh
Tahun 2022
No | Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama Target 2022
1 | Peningkatan 1a-CP | Persentase realisasi 100%
Kontribusi Kekayaan Penerimaan Negara dari
Negara dan Lelang Pengelolaan Kekayaan
Terhadap Negara dan Lelang
Perekonomian
1b-CP | Persentase produktivitas 36%
lelang
1c-CP | Tingkat keberhasilan joint 80%
program pelaksanaan RCE
dan pengembangan UMKM
2 | Pengelolaan 2a-CP Persentase Realisasi 100%
Kekayaan Negara Pokok Lelang
dan Lelang yang
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No | Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama Target 2022
Memenuhi Harapan | 2b-CP Persentase Penurunan 100%
Pengguna Jasa Outstanding Piutang

Negara
3 | Kepuasan 3a-N Indeks Kepuasan 4,55
Pengguna Layanan Pengguna Layanan Kanwil
yang Tinggi dan KPKNL
4 | Pengelolaan 4a-CP Tingkat Kesesuaian 65%
Kekayaan Negara Penggunaan BMN dengan
dan Lelang yang SBSK
Optimal
4b-CP Persentase Bidang Tanah 100%
BMN yang Disertipikatkan
4c-CP Persentase Penyelesaian 100%
Berkas Kasus Piutang
Negara (BKPN)
4d-N Persentase Implementasi 100%
Evaluasi Kinerja BMN
(Portofolio Aset)
5 | Pelaksanaan 5a-CP Deviasi Ketergunaan Hasil 19%
Penilaian yang Penilaian
Akuntabel dan
Profesional
6 | Penerapan Tata 6a-N Persentase Pelaksanaan 92%
Kelola Kekayaan Lelang E-Auction dan E-
Negara dan Conventional Auction
Penilaian yang 6b-N Deviasi Data PNBP 10%
Efektif Fungsional DJKN
7 | Edukasi yang Efektif | 7a-N Tingkat efektivitas edukasi 92
dan komunikasi
8 | Pengawasan dan 8a-CP Persentase tindak lanjut 85%
Pengendalian yang persetujuan pengelolaan
Efektif kekayaan Negara
9 | SDM yang 9a-N Persentase 100%
Kompeten pengembangan
kompetensi pegawai
10 | Organisasi yang Fit | 10a-N Nilai Pemenuhan Unit 85
For Purpose Kerja terhadap Kriteria ZI
menuju WBBM
10b-N Nilai Reviu Pengelolaan 80
Kinerja

11 | Penguatan 11a-CP | Persentase kualitas 95,5%
Pengelolaan pelaksanaan anggaran
Keuangan dan BMN
yang Optimal
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No

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja Utama

Target 2022

12

Penguatan
Pengelolaan
Keuangan dan BMN
yang Optimal

12a-N

Indeks Efektivitas
ekosistem kehumasan

3,55
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BAB Il
AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai capaian kinerja Kanwil DJKN Aceh pada tahun 2022,
yang dilengkapi dengan penjelasan/narasi tentang target, realisasi dan evaluasi untuk
masing-masing IKU. Kemudian akan diuraikan juga mengenai alokasi dan sumber
pembiayaan beserta realisasi anggaran untuk membiayai program yang dijalankan, yang

disertai dengan penjelasan mengenai realisasi anggaran.

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran capaian kinerja Kantor Wilayah DJKN Aceh tahun 2022 dilakukan dengan
cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU)
pada masing-masing perspektif. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, diperoleh data
bahwa capaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Kantor Wilayah DJKN Aceh adalah

sebesar 112,26%, dengan rincian nilai pada masing-masing perspektif sebagai berikut :

Gambar 3.1
Bagan capaian NKO per perspektif

Selama tahun 2022, semua Indikator Kinerja Utama (IKU) Kanwil DJKN Aceh berjumlah
20 IKU. Seluruh IKU tersebut berstatus hijau (sesuai ekspektasi)

Berikut penjelasan dari setiap capaian IKU yang merupakan evaluasi dan analisis kinerja
atas 20 (dua puluh) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang dicapai Kanwil DJKN Aceh pada
tahun 2022 sesuai dengan Strategy Map Kemenkeu-Two Kanwil DJKN Aceh.

1. (1a-CP) Persentase Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan

Lelang

Indikator Kinerja LGENEER]

Persentase Rp20.826.200.000 Rp35.487.400.287
Penerimaan

Negara dari

Pengelolaan

Kinerja
170,12%

Kekayaan Negara
dan Lelang

Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 Pasal 28 tentang Kementerian Keuangan,
ruang lingkup pengelolaan kekayaan negara meliputi pengelolaan barang milik
negara, kekayaan negara dipisahkan, kekayaan negara lain-lain, penilaian, piutang
negara, dan lelang.
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Nilai pengelolaan kekayaan negara merupakan nilai penerimaan negara yang telah
masuk ke kas negara dan nilai penghematan belanja yang diperoleh dari hasil
pengelolaan kekayaan negara.

Nilai penerimaan negara pada lingkup kanwil diperoleh dari:

a. PNBP Barang Milik Negara (PNBP BMN)

1) penerimaan dari hasil pemanfaatan Barang Milik Negara yang dikelola oleh
Kanwil DJKN dan KPKNL serta telah dikonfirmasi eksekusinya kepada K/L
bersangkutan dan Ditjen Perbendaharaan.

2) penerimaan dari hasil pemindahtanganan Barang Milik Negara yang dikelola
oleh Kanwil DJKN dan KPKNL yang sudah dikonfirmasi eksekusinya kepada
K/L bersangkutan dan Ditjen Perbendaharaan.

PNBP Piutang Negara (PNBP PN)

penerimaan dari biaya administrasi pengurusan piutang negara

PNBP Lelang (PNBP Lelang)

1) bea lelang;

o

13

2) bea lelang pegadaian;
3) denda keterlambatan penyetoran bea lelang oleh PL Kelas ll/Balai Lelang;

4) biaya permohonan lelang;

)
)
)
5) penerimaan dari uang jaminan pembeli wanprestasi;
6) pemberian izin operasional Balai Lelang;
7) pengangkatan dan perpanjangan PL Kelas II;

)

8) perolehan kertas sekuriti oleh PL Kelas I, dan
9) penerbitan kutipan risalah lelang pengganti karena rusak atau hilang.

Berdasarkan komponen tersebut, ruang lingkup capaian pengelolaan kekayaan
negara merupakan rekapitulasi dari capaian IKU pada Kanwil DJKN Aceh dan
KPKNL Banda Aceh serta KPKNL Lhokseumawe dengan metode konsolidasi raw
data adalah sebesar Rp35.487.400.287 dari target sebesar Rp20.826.200.000 atau
dalam capaian persentase sebesar 170,12% dengan rincian per masing-masing

komponen, sebagai berikut :

Tabel Perbandingan Target dan Realisasi per komponen capaian
Penerimaan dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang Tahun 2022

Jenis Capaian Target Realisasi

Capaian PNBP BMN Rp18.000.000.000 Rp20.516.671.913
Capaian PNBP PN Rp50.200.000 Rp54.820.711
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Capaian Rp2.810.000.000 Rp7.527.259.176
Lelang

020,526,200 00 o35 467 400267

TabeL Simulasi Progress Capaian IKU

Target
=d Desember
a1 a2 Somester 1 @ =da @
Target Awal Tahun A
2022 i
ol @ (e ® @ @ ® ® w® T @
1 -
P | P n Neg MAYTIK at

Fp __ 18.000.000.000] Pp _ 16.000.000.000] Rp 4.45251004| Pp 9.449.089.375] Pip 9.449.089.375 Pip 15.102.768 325] Pip 15.100.786.305| Rp 27.905.320.400 Rp 20.5%6.671913
Rp 12500000000 [Rp 12500000000 [Fp 240720218 [Rp  633770%5 [Fp _ 63927/3%5| Fp 0821143 | Fp M@ WIds| Fp  05BE7196| Fp _ J05REII9E
Rp 5500000000 | Rp  5.500.000.000 [Fp 2044308885 | Fp 3056310220 | Fp 3056310220 [ Ao 420646837 | Fp 4240646837 | Fp 73686447 | p 700640467
Rp 16.200.000] B 50.200.000] Fp TE522% | Fp 569 Fp 415365 Fp 5053973 Fip 50539.7% Fip 54620711 Fp 54220711
™ 0.200.000 | Rp 10,200,000 | Fip 3432679 | Ap 5663 766 | FD R 307,365 ] Fo 307,365 Fp 7157551 | Fp TS5
Rp 5,000.000 | Rp 40.000.000 | Fp 3021376 | Ap 3674317 | Ao BEATL| Fip 41462433 Fip 71482433 Fie 432850 R 4325550
Hp__ 2.810.000.000] Bp __ 2.810.000.000 FRiEt 00703 Fp G5 /03[P 96793332 | A B308026[ Fp  BI/0ENL08| Fp 75270697 Fp 75077501
a o 0,000,000 | Rp 0,000,000 | Fip B - Fip 228000 | Fp ZE000| Fo Z5000| P 22500
Rp 1500000000 | Ry 1500.000.000 | Fp 792765770 | Fp 562043493 |Fp D6 BAAA9I| Fp  Ganzibdzs|Fp  6O1L26.429| Fp 669999950 | Fp  Goadunghl
R 1300.000.000 | Rp __ 1.300.000.000 | Fp 7174176 |Bp  Boodsesa [Fp  FOISEH P  soawsgso| Fp  50didd| Fp  €730322%6( Fp 973092008
Rp 20826200000 | Rp  20.850.200.000 | Rp 4.43.810.333 | Rp 10.409.417.405| Rp 10.409.417.405 | Rp 21524.188.471( Rp 21524.188.411| Rp 35.487.400.287 | Rp 35.487.400.287
TOTAL [Karwi Fp 0,000,000 Fip 0,000,000 Fp [ Fo - Fp ZE000 | Fip ZE 00| Fo ZE00| Fo T 0
Rp  W.00200000[ Ap  #.010.200.000 | Fp  2702%09.%0 | A Go6L4w43aFp 0901406434 | Fp  heoodebosol P 1eoddh.oe| Fp 27 Bofe64M| Fp 272 fdedn
Rp__ 6806000000( Rp __ G.840.000000( Rp 204687035 | A 3H790671[Fp _ 344703007[ o 4BH4%T9[Fp _ 4841475109] Aip _ 8304075073| Ap _ 830475873

BIT% 19,987 19,987 WEWE | WaBx | W% T0.2%

Perbandingan pencapaian target dan realisasi tahun 2021 dengan tahun 2022
secara presentase mengalami pertumbuhan positif. IKU pengelolaan kekayaan

negara ini dalam proses pelaksanaan masih terdapat kendala-kendala, yaitu :

1. Kurangnya pemahaman dari satuan kerja atas peraturan barang milik negara
(BMN) terkait, pemindahtanganan dan pemanfaatan BMN; dan

2. Satuan Kerja melaksanakan pemanfaatan tanpa persetujuan Pengelola Barang.

Langkah-langkah yang dilakukan dalam penyelesaian target IKU dimaksud pada

tahun 2022 dengan melakukan:

1. Melaksanakan sosialisasi pengelolaan BMN kepada satuan kerja terkait
pemanfaatan dan pemindahtanganan BMN;

2. Monitoring dan evaluasi pemanfaatan BMN melalui kegiatan pengawasan dan
pengendalian BMN; dan

3. Pembinaan kepada Satuan Kerja melalui surat untuk melaksanakan penjualan

BMN dalam kondisi RB melalui lelang.

Mengingat IKU persentase penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan
Negara dan Lelang mempunyai korelasi yang erat dengan aktivitas kantor pelayanan
(KPKNL), maka Bidang Teknis di Kanwil harus terus melakukan pemantauan,
bimbingan/asistensi dan mitigasi secara berkesinambungan guna menghindari tidak
tercapainya capaian kinerja yang telah ditentukan. Namun demikian telah dilakukan
tindakan atas hal dimaksud, yaitu:

1. Melaksanakan FGD dan atau monev pengelolaan aset
2. Bimbingan asistensi dan penggalian potensi lelang ke KPKNL Banda Aceh dan

Lhokseumawe
1
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3. Melakukan koordinasi ke KPKNL Banda Aceh dan KPKNL Lhokseumawe

Rekomendasi rencana Aksi:

1. Melakukan koordinasi dengan KPKNL dan satker untuk melakukan optimalisasi
pengelolaan BMN

2. Melakukan bimbingan/asistensi ke KPKNL dalam rangka penggalian potensi
“piutang negara

3. Melakukan koordinasi dengan KPKNL untuk mengelola pelayanan lelang

Realisasi Penerimaan Negara

2021 2022

Rp40,000,000,000
Rp35,000,000,000
Rp30,000,000,000
Rp25,000,000,000
Rp20,000,000,000
Rp15,000,000,000
Rp10,000,000,000
Rp5,000,000,000
RpO

B Target M Realisasi

2. (1b-CP) Persentase Produktivitas Lelang

Indikator Kinerja Target Realisasi Kinerja

Persentase Produktivitas Lelang 34% 56,33% 120,00%

Dalam rangka mengukur ketercapaian sasaran strategi ini, digunakan indicator
persentase produktivitas hasil lelang yang diperoleh dari realisasi jumlah frekuensi
lelang laku secara keseluruhan serta frekuensi lelang laku secara keseluruhan baik
lelang sukarela atau perorangan dengan nilai dibawah atau sama dengan
Rp500.000,00. Adapun persentase ini merupakan jumlah total pada instansi vertical
Kanwil DJKN Aceh yakni KPKNL Banda Aceh dan KPKNL Lhokseumawe.

Kanwil DJKN Aceh selaku Pembina atau superintendent lelang bagi KPKNL Banda
Aceh dan Lhokseumawe memberikan supervise dengan melakukan Sosialisasi dan

konsultasi secara aktif dengan masing-masing satuan kerja dan stakholder terkait
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permohonan lelang serta melakukan penggalian potensi lelang kepada

stakeholder/pemohon lelang.

TabelL Simulasi Progress Capaian IKU

bCP | PiM [Persentase produktivitas lelang MAX/TLK
Jureh Frekuensi Telang Laku 7 5 e w m £ ]
Karwil DN Aceh 0 [ 1 70 1 T
RPRHL Eanda Acch 5 ) T4 ] 1] FZ]
RPRAL Lhokseumane A B B 2 00 T T®
a 1 i} 7 £ 5] 7 78
Karwi DN Acch 0 0 1 0 1 1
KPKHL Banda Acch 70 5 5 £l 300 7 5]
PN Lhokseumane 51 T ] B B0 20 20
% Lelang laku 50.60% 56.93% 56.93% S51% 5517 0.20% 4828%
Lelang Laku Sukarel dengan ilai
ityah aau sama dengan Fps00000 ¢ ! ! : : : :
Karwil DN Aceh 0 0 0 0
RPRHL Eanda Acch 2 2 2 2 2 2
RPRHL Lhokseumane 0 2 2 0 2 0 2
ekuensi Lelang Sukarela aeu percrangan dengan rili dibawsh alau
b on FRS00000 2 4 ! 2 2 2 2
0 0 0 0
2 2 2 2 2 2 2
0 2 2 0 2 0 2
000 A 000 0005 0005 007 000057
4% 57.98% 56,30% 5630% 5033% 5033% B15% B15%
= 57.98% 56,30% 5630% 33% 33% B15% B15%

sentase Produktivitas Lelang Kanwil DJKN A
60
50
40
30
20
10

0

Target Realisasi

H Series 1

3. (1c-N) Tingkat Keberhasilan Joint Program Pelaksanaan RCE dan Pengembangan
UMKM

Indikator Kinerja Realisasi Kinerja
Tingkat keberhasilan joint program 80% 100% 120,00%
pelaksanaan RCE dan

pengembangan UMKM

DJKN sebagai bagian dari Kementerian Keuangan, memiliki peran yang sangat strategis
dan kontributif dalam mendukung pertumbuhan ekonomi di daerah, melalui program
Regional Chief Economist (RCE) dan pengembangan ekonomi UMKM melalui platform

lelang.go.id. RCE DJKN pada Regional cakupan wilayah Kanwil DJKN Aceh sesuai
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dengan tugas dan fungsinya memberikan kontribusinya seperti melalui kegiatan Asset

Liabilities Committee (ALCo) dan Special Mission Vehicle (SMV) Kementerian Keuangan .

Peran strategis Kanwil DJKN Aceh dalam Program ALCo yakni dengan meningkatkan

sinergi pertukaran data dan informasi antar unit eselon | Kementerian Keuangan yang

ada di Propinsi Aceh, menyajikan data yang akurat terkait pelaksanaan APBN baik dari
sisi penerimaan pajak, bea dan cukai, data PNBP pengelolaan aset maupun dari sisi
belanja dan pengeluaran pemerintah, dan menyampaiakan laporan kepada Menteri

Keuangan terkait pelaksanaan ALCo Regional Aceh. Selain itu juga melakukan rapat

koordinasi terkait ALCo dengan unit eselon | Kementerian Keuangan yang ada di Propinsi

Aceh secara bulanan dan menyampaikan Laporan ALCo Periode Januari s.d. Juni 2022

kepada Menteri Keuangan oleh Kanwil DJPb Provinsi Aceh sebagai RCE di wilayah Aceh.

Guna mengakselerasi dan mengkolaborasikan peran DJKN dan mandat SMV untuk

percepatan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di

Provinsi Aceh, Kanwil DJKN Aceh berinisiatif membentuk Pojok SMV, dengan

mengenalkan enam SMV yang berada di bawah pembinaan DJKN, guna lebih

mendekatkan peran SMV tersebut dengan pemangku kepentingan di Provinsi Aceh
dalam rangka bersinergi membangun Provinsi Aceh yang lebih baik lagi kedepannya.

Maksud dan tujuan pembentukan Pojok SMV adalah:

a) Mendorong peran Kanwil DJKN Aceh untuk memberikan edukasi dan sosialisasi
yang efektif dalam rangka mengenalkan SMV Kementerian Keuangan bagi para
pemangku kepentingan di Provinsi Aceh;

b) Menjadikan Kanwil DJKN Aceh sebagai penghubung utama antara SMV
Kementerian Keuangan dan para pemangku kepentingan di Provinsi Aceh dalam
rangka mendukung pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan
masyarakat di Provinsi Aceh;

c) Menjadikan Kanwil DUKN Aceh sebagai pusat informasi pengembangan skema Kerja
Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) di Provinsi Aceh;

d) Mendorong peran SMV Kementerian Keuangan untuk mengimplementasikan
program-program kerja yang dapat dikolaborasikan dengan program kerja para
pemangku kepentingan di Provinsi Aceh guna mendukung percepatan pertumbuhan

ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Aceh

Untuk mengefektivkan pelaksanaan pojok SMV, Kanwil DJKN Aceh melakukan
Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pojok SMV yang dilakukan secara Triwulanan yang
dilaksanakan oleh Tim Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Pemberdayaan

Ekonomi Serta Kesejahteraan Masyarakat Aceh.
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Dalam rangka pengembangan UMKM, Kanwil DJKN Aceh membantu perekonomian bagi
UMKM dengan memasarkan produknya melalui lelang.go.id dan mengikutsertakan
UMKM dalam program CPNE yang diselenggarakann oleh LPEI sehingga pada akhirnya
menjadi eksportir yang mahir dan berkontribusi dalam meningkatkan komoditi ekspor di
Indonesia. Bersinergi dengan LPEI melaksanakan Coaching Program For New Exporter
dan melakukan peninjauan desa devisa di Bener Meriah. Adapun Program CPNE
selanjutnya akan dilaksanakan secara gabungan antara pemula dan expert dan akan
dilakukan kajian dan pendampingan terkait pembentukan desa devisa dengan mendirikan
koperasi di desa terpilih, mengingat pada dasarnya banyak UMKM yang ingin mengikuti
program CPNE.

TabelL Simulasi Progress Capaian IKU

Target
al @ Semester 1 [ =d 03

Targel P Tahin | Taget dencum

wl @ [® @ @ @ m ® ® (10 (11 (12

Te-N [P (Tingkat keberhasilan joint program pelaksanaan RCE dan pengemb MAXITLK

Karwil DIKN Aeeh 100,00
Jurlah Targefealisasi Tingkat kebehaslan joint program pelaksanaan FCE 80 1000 0o

dar pengernbangan UMKM
Capaian IKU 100,00 100,0

4. (2a-CP) Persentase Realisasi Pokok Lelang

Indikator Kinerja Target Realisasi L EE]

Persentase Realisasi Pokok Lelang 100% 220,15% 120,00%

Persentase hasil lelang diperoleh dari realisasi jumlah pokok lelang terhadap target.
Pokok lelang adalah harga lelang yang belum termasuk bea lelang pembeli dalam
lelang yang diselenggarakan dengan penawaran harga secara eksklusif atau harga
lelang dikurangi bea lelang pembeli dalam lelang yang diselenggarakan dengan
penawaran harga secara inklusif.

Harga lelang adalah harga penawaran tertinggi yang diajukan oleh peserta lelang yang
telah disahkan sebagai pemenang lelang oleh pejabat lelang dalam suatu
pelaksanaan lelang. Jumlah pokok lelang merupakan penjumlahan atas pokok lelang
dari pelaksanaan yang dilaksanakan oleh Pejabat Lelang (PL) Kelas |, Pejabat Lelang
(PL) Kelas Il dan Pegadaian dalam periode tertentu. Target jumlah pokok lelang pada
Kanwil DJKN Aceh tahun 2022 adalah sebesar Rp79.000.000.000,00 dengan
distribusi target sebagai berikut:

1. KPKNL Banda Aceh Rp43.000.000.000,00
.|
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2. KPKNL Lhokseumawe Rp35.000.000.000,00

Adapun Realisasi Pokok Lelang Tahun 2022 Kanwil DJKN Aceh secara keseluruhan
mencapai Rp173.920.353.677,00 dengan capaian IKU sebesar 220,15%.

Realisasi Pokok Lelang Tahun 2022 dapat dilihat sebagaimana terlampir.

dalam Miliar Rupiah
160000

140000

120000

100000

80000

60000

40000

- N .
0

KPKNL Banda Aceh KPKNL Lhokseumawe

B Target M Realisasi

TabeL Simulasi Progress Capaian IKU

2P| PiM | Persentase Pealisasi Pokok Lelang Rp  79.000.000.000 Rl 283598693 Fp  J0G1A76R580| Fp  30FATEESE0| Fp  E0O3MES|Rp EODMIBE | Fp TASNIMET| Rp 7352035677

el DJKN Aceh Rp1.000.000.000,00 Fp -1 Fp - Fip 3759999 | Fp 37999999 | Rp 37.99.99 | Rp 3795999

IKPKNL Banda Acsh Rp43.000.000.000,00 Fp  9MI2A5 | mpeseawseesenol Ap  BOBAEEEH| Rp  19474300002) Rp  WMTAF0002| Fp  WIMAET23M|Fp  MABE6TI2IN

KPRNL Lhokseumane Rp35.000.000.000,00 Fp  GH23%20 Fp  MGIEDI606| Fp  15R6IGISEI|Rp  WSBRIITH|Fp 299061013400 Rp 2999671340
Capaian [KU 18.08% 38.76% 30.76% 190.00% 190.00% 20.5% 20.15%

Tahun 2022 Lelang kanwil DJKN Aceh menghadapi tantangan yang sangat berat, baik
dari sisi penjual (pemohon lelang) maupun dari sisi pembeli (peserta lelang). Dari sisi
penjual, perbankan di Provinsi Aceh selaku pemohon Lelang Eksekusi Pasal 6
Undang-undang Hak Tanggungan (UUHT) sedang dalam proses untuk melaksanakan

2 konversi, yaitu:

1. Konversi Perbankan di Provinsi Aceh dari sistem konvensional ke sistem syariah.
Qanun Aceh Nomor 11 tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah
mengamanatkan bahwa semua lembaga keuangan yang beroperasi di Propinsi
Aceh wajib menerapkan prinsip keuangan syariah, selambat-lambatnya 3 tahun
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sejak Qanun diundangkan. Proses konversi ini pada praktiknya tidak hanya terkait

sistem namun juga mencakup perjanjian kredit, debitur, maupun SDM.

2. Merger Bank BUMN Syariah. Sesuai dengan program menteri BUMN untuk
melakukan penyederhanaan jumlah BUMN maupun anak perusahaan yang
sejenis, demikian juga dengan Bank Syariah yang proses mergernya dimulai
diakhir tahun 2020. Dalam proses merger ini BRI Syariah, Bank Syariah Mandiri
(BSM), BNI Syariah, dan BTN Syariah bergabung menjadi satu yaitu Bank Syariah

Indonesia

Dua proses konversi ini menyedot energi yang besar dipihak perbankan sehingga

terjadi penurunan permohonan lelang karena perbankan focus dengan administrasi.

Selain itu, terdapat kendala yang ditemukan di lapangan yaitu seperti rendahnya daya
laku Objek Lelang yang salah satunya disebabkan adanya gugatan2 terhadap proses
lelang sehingga menurunkan minat calon pembeli lelang dan belum adanya Objek
Lelang yang potensial yang memiliki nilai jual maupun nilai pasar yang significant

sehingga mampu mendongkrak capaian PNBP.

Lebih lanjut, Kanwil DJKN Aceh selaku Pembina maupun superintendent mengambil
beberapa langkah diantaranya seperti melakukan monitoring dan evaluasi berkala (per
bulan) secara virtual melalui Aplikasi Zoom, melakukan koordinasi dan penggalian
potensi lelang ke stakholder/ pemohon lelang, mendorong KPKNL dan Pejabat Lelang
Kelas Il untuk menggiatkan Lelang Noneksekusi Sukarela khususnya produk-produk
UMKM sekaligus dapat dijadikan sebagai sarana edukasi bagi masyarakat umum

tentang keunggulan membeli barang melalui Lelang.

Bidang Lelang Kanwil DJKN Aceh, dengan menggandeng KPKNL Banda Aceh dan
Lhokseumawe, telah mengadakan Focus Group Discussion (FGD) dengan berbagai

perbankanterkait selaku pemohon lelang secara daring.

Bidang Lelang Kanwil DJKN Aceh telah melaksanakan kordinasi dan penggalian
potensi Lelang Noneksekusi Waijib Barang Milik Negara (BMN) pada Satker tingkat
Propinsi diantaranya Pemprov Aceh, Polda Aceh, Kejati Aceh, Kanwil Kemenag,

Kanwil BPN, dan Kanwil Kemenkumham.

5. (2b-CP) Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara
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Indikator Kinerja Target Realisasi Kinerja

Persentase Penurunan Outstanding Piutang 100% 180,41% 120%
Negara

IKU Tingkat Penuruanan Outstanding Piutang Negara menggambarkan aspek
kinerja pengurusan piutang negara dari penagihan piutang negara. Tingkat Penurunan
Outstanding Piutang Negara diperoleh dari penurunan outstanding piutang negara yang
diurus oleh KPKNL Banda Aceh dan KPKNL Lhokseumawe.

Selain itu, sejalan dengan pemulihan ekonomi pada Undang-Undang APBN 2022.
Crash program melalui PMK No.11/PMK.06/2022 diterapkan, ini merupakan skema baru
dan telah dilakukan penyesuaian dari sistem sebelumnya. Kantor Wilayah DJKN Aceh
beserta KPKNL Banda Aceh dan KPKNL Lhoskeumawe sebagai unit vertikal DJKN
dalam mendukung Crash Program, senantiasa melakukan optimalisasi pengelolaan
piutang negara dengan memberikan informasi, sosialisasi, dan pemetaan terhadap
debitur yang memenuhi kategori obyek crash program dengan kriteria yaitu Penanggung
Utang yang masuk kategori UMKM dengan pagu kredit paling banyak
Rp5.000.000.000,00, penerima KPR-RS/RSS dengan pagu kredit paling banyak
Rp100.000.000,00, dan Penanggung Utang dengan sisa kewajiban paling banyak
Rp1000.000.000,00.

Program keringanan utang melalui Crash Program Tahun 2022 sedikit berbeda
dengan tahun sebelumnya karena terdapat keringanan utang bagi Penanggung Utang
dengan kategori khusus (diskon 80%), syarat administrasi lebih dipermudah,
permohonan Crash Program dapat diajukan oleh pihak ketiga, dan Penanggung Utang
dari kelompok piutang Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR/TGR Pihak Ketiga) merupakan

objek Crash Program.

Pada dasarnya selama tahun 2022, terdapat isu utama yakni keberadaan debitur
dan barang jaminan debitur tidak diketahui lokasinya. Hal tersebut berimplikasi terhadap
upaya penurunan outstanding cenderung melalui PSBDT. Oleh karena itu, sebagai solusi
dilakukan pemetaan alamat debitur dan melaksanakan penagihan langsung ke lapangan

serta meningkatkan tahap pengurusan Piutang Negara.

Adapun Target dan realisasi penurunan outstanding Piutang Negara pada Kanwil
DJKN Aceh dapat dirinci sebagai berikut:

1) KPKNL Banda Aceh sebesar Rp150.000.000,00, berhasil terealisasi sebesar
Rp222.354.227,00,00; dan
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2) KPKNL Lhokseumawe sebesar Rp2.000.000.000,00, berhasil terealisasi sebesar
Rp3.656.559.291,00

dalam miliar rupiah
4000

3500
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2500
2000
1500
1000
500
0 1|

KPKNL Banda Aceh KPKNL Lhokseumawe

B Target M Realisasi

TabeL Simulasi Progress Capaian IKU

enurunan Outstanding Piutang Negara MAXITLK

Rp 500.000.000] Rp 2150000.000] Rp  387.450.283| Rp 1779.966.847] Rp 1779.966.847 Rp 2434456125 Rp 2434456125 Rp 3878913518
Rp150.000.000,00 Rp150.000.000,00| Fip 50,31730 | Rp135.057.530,00] Rp 135.057.530| Fp 173417542 | Fp Ta4T7842| Fp 222354 27684 | Fp 20354227
Rp350.000.000,00]  Fp2.000.000.000,00] Fp 063 W3 | Apl6dd 303516 Fp 1644903377 o BIEEI Fp  230030183| Fp 36565502916 Ap 3656550280
Capaian IKU 77.49% | sssoem | ssesx 1602% | 11602% 18041% 18041%

Dari keseluruhan total realisasi, Kanwil DJKN Aceh mampu menyelesaikan
outstanding Piutang Negara sebesar Rp3.878.913.578,00 dengan nilai 180,41%.

6. (3a-N) Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Kanwil dan KPKNL

Indikator Kinerja Target Realisasi Kinerja

Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Kanwil 4,55 4,84 106,37%
dan KPKNL

Indeks kepuasan pengguna layanan merupakan nilai kepuasan pelanggan atas
pelayanan yang diberikan kepada pengguna layanan. Pelaksanaan survei lebih
difokuskan pada penilaian atas penyelesaian layanan unggulan (quick win) dengan
memberikan kuisioner kepada pengguna layanan. Survei dilakukan oleh pihak internal
DJKN atau pihak eksternal DJKN (pihak independen).
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Capaian Indeks kepuasan pengguna layanan tahun 2022 adalah sebesar 4,84. Hal ini

melampaui target yakni 4.55.

Tabel Perbandingan Target dan Realisasi Indeks Kepuasan Pengguna Layanan 3 Tahun

O N W B Ul o

Tahun 2020

— Target ®@-Realisasi

TabeL Simulasi Progress Capaian IKU

terkahir
4322 RS —84:84
Tahun 2021 Tahun 2022

Targst

Target Awal Tahun
222

Target Adendum

L

Semester 1

wl @ [o ® I ]
3 - [Kepuasan Pengguna Layanan yang Tinggi

(0]

w

3 | EM [Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Kanwil dan KPKNL. MAXITLK

TargetRealisasi (rata-rats KPKNL dan Karwil] 45

Karwil DJKN Aceh 455

KPKHL Banda Aceh 455

RPRNL hokseumane 455

a8

480

482

430

430

Capaian KU

48

Hasil survei atas layanan di bidang pengelolaan kekayaan negara untuk
lingkup Kanwil-KPKNL Banda Aceh (4,82) -KPKNL Lhokseumawe (4,90), dari target
4,55, Capaian Indeks Kepuasan Pengguna Layanan pada Unit Kanwil DJKN Aceh

sebesar 4,80.

Dalam upaya pencapaian target yang telah ditetapkan, terdapat beberapa kendala

yang ditemui. Kendala-kendala tersebut adalah sebagai berikut:

a. Kurangnya SDM pada Kanwil DJKN Aceh;

b. Kurangnya pemahaman tentang ketentuan di bidang pengelolaan Kekayaan

Negara.

Adapun kendala-kendala yang ditemui dapat diatasi dengan dilakukannya langkah-

langkah penanganan masalah sebagai berikut:

a. Optimalisasi SDM baik dalam pelayanan maupun pemberian informasi;

b. Menyediakan layanan informasi dan konsultasi BMN melalui media sosial seperti

whatsapp;
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d.

Melakukan knowledge sharing terkait peraturan BMN dan menyelenggarakan
focus group discussion (FGD) terkait permasalahan, rencana dan standarisasi
pelayanan di bidang pengelolaan kekayaan negara;

Melaksanakan Quality Assurance terhadap pegawai.

Dan sebagai langkah antisipatif dalam penyelesaian target IKU dimaksud pada tahun
2022 adalah :

a.

Mengadakan sosialisasi Lantera KN di daerah-daerah yang dianggap memiliki
potensi tinggi dalam perkembangan ekonomi.

. Mengadakan sosialisasi penggunaan e-auction melalui lelang.go.id bagi
masyarakat luas dan bekerja sama dengan pegadaian syariah.

Mengadakan diskusi mengenai standarisasi pelayanan kepada stakeholder di
bidang pengelolaan kekayaan negara area pelayanan terpadu;

. Menyusun brosur tentang pengelolaan BMN, piutang nergara dan lelang;

. Mengadakan knowledge sharing dan FGD serta Quality Assurance terkait
pengelolaan kekayaan negara;

Melibatkan SDM unit lain.

Menurut hasil survei, beberapa responden memberikan perspektif kepuasan

dengan level baik dan sangat baik terhadap layanan yang diberikan oleh Bidang PKN.

Berdasarkan masukan-masukan responden dan analisis yang dilakukan, terdapat

beberapa area yang layak untuk dijadikan perhatian dalam rangka perbaikan kualitas

pelayanan, khususnya layanan unggulan di Bidang PKN, diantaranya:

1.

Frekuensi pelatihan BMN perlu ditambah untuk memudahkan satker dalam
mengoperasionalkan aplikasi terkait pelaporan BMN dan updating data BMN;
Pelatihan, sosialisasi dan FGD disarankan untuk direncanakan secara matang dan
tidak mendadak, sehingga terdapat ketersediaan waktu yang cukup bagi satker
yang diundang dalam mempersiapkan diri dan administrasinya;

Informasi terbaru terkait dengan BMN maupun updating aplikasi BMN disarankan
untuk di share kepada seluruh satker agar dapat cepat diketahui dan diinternalisasi
di lingkup satker;

Ruang APT (Area Pelayanan Terpadu) bersama perlu dioptimalkan dalam rangka
peningkatan pemberian pelayanan dan kenyamanan bagi para stakeholder;

Target IPKL terpenuhi.
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Tindakan yang telah dilaksanakan:
1. Memberikan pelayanan yang terbaik kepada stakeholders, serta senantiasa
melakukan perbaikan dalam proses bisnis layanan guna memberikan kepuasan
pengguna layanan;
2. Telah dilaksanakan koordinasi ke KPKNL Banda Aceh dan KPKNL Lhokseumawe.

Rekomendasi rencana Aksi:

1. Melaksanakan identifikasi dan mapping stakeholder pengguna layanan unggulan
Kanwil DJKN Aceh;

2. Tahun 2023 kualitas pelayanan yang diberikan oleh Kanwil DJKN Aceh Khususnya
Bidang PKN harus jauh lebih baik di tahun ini. Pelayanan yang diberikan harus
melampaui ekspektasi stakeholders. ini adalah DNA seorang ASN, ASN bukan

dilayani namun melayani.

7. 4a-CP Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK

Tingkat kesesuaian
Penggunaan BMN 65% 76% 117,32%

dengan SBSK

Penggunaan Barang Milik Negara yang sesuai Standar Barang dan Standar Kebutuhan
(SBSK) Barang Milik Negara atas pengelolaan Aset Negara termasuk exsisting luasan

BMN satker yang sedang dimanfaatkan dengan persetujuan Pengelola Barang.

Formula untuk menghitung tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan SBSK adalah
Total luas hasil pengukuran penggunaan BMN sesuai SBSK pada Satker target di wilayah
kerja Kanwil berdasarkan data dan kertas kerja yang telah disampaikan oleh KPKNL di
wilayah kerjanya termasuk luasan BMN satker yang sedang dimanfaatkan dengan
persetujuan Pengelola Barang dibagi total luas BMN target. Tujuannya adalah untuk

optimalisasi pengelolaan Barang Milik Negara.

TabeL Simulasi Progress Capaian IKU

Target 2022

a @ Semester 1 @ =i @ e 2022

Torget pwe Tahan | Farget Adendum

wl @ [@ @ @ ® m ® @ ) an 2

[ Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Citimal

4a-CP | FiM |Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK MAXITLK

Targettingkat kesesuaian Penggunaan BIvIN dengan SBSK 627 HDIVIO! 9% 78.587% 90,98% 90.98% 76.26% 76.26%

KPKNL Banda Aceh [ [ i3 73.44% 3% 7.18% ji3

KPRNL Lhokseumane 62% 8% B0 108.52% 3% 8134% 81
Capaian IKU EN 78.58% 78.58% 90,98% 90,98% 76.26% 76.26%

Realisasi capaian tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan SBSK pada Kanwil
DJKN Aceh sebesar 76% dari target 65% atau sebesar 117,32%.

. _____________________________________________________________________________________________|
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8. 4b-CP Persentase Bidang Tanah BMN yang Disertifikatkan

Persentase bidang 100% 108,55% 108,55%
tanah BMN yang

disertipikatkan

Pelaksanaan sertipikasi tanah BMN merupakan tindak lanjut dari Peraturan
Bersama Menteri Keuangan dan Kepala BPN Nomor 186/PMK.06/2009 dan Nomor 24
Tahun 2009 tentang Pensertipikatan BMN berupa Tanah, dengan tugas/kewajiban

masing-masing pihak sebagai berikut:
Kendali BPN:

1. Melaksanakan pensertipikatan BMN;
2. Rekapitulasi data BMN berupa tanah yang telah disertipikatkan

Kendali K/L:

Inventarisasi dan identifikasi BMN belum bersertifikat beserta permasalahannya;
Melengkapi persyaratan pensertipikatan BMN;

Menunjukkan letak dan tanda batas tanah;

Menyampaikan rekapitulasi data yang akan disertipikatkan;

Mengajukan permohonan sertifikasi;

Menyusun dan mengajukan anggaran sertifikasi;

N o g bk~ b=

Mengajukan permohonan penetapan status penggunaan BMN, paling lambat 1 (satu)

bulan terhitung sejak tanggal diterimanya sertipikat.
Kendali Kemenkeu:

1. Menyimpan asli sertipikat;

2. Updating data BMN yang akan disertipikatkan;

3. Permintaan data BMN bersertipikat kepada BPN;
4. Pengalokasian anggaran sertifikasi

Pelaksanaan sertifikasi BMN berupa tanah terdiri dari tahapan:

1. Permintaan kepada K/L mengenai jumlah BMN yang sudah bersertifikat dan belum
bersertifikat

2. Identifikasi BMN berupa tanah yang belum memiliki sertifikat. Identifikasi dilakukan
dengan memetakan tanah belum bersertifikat pada K/L berdasarkan lokasi, luas tanah,
nilai BMN dan nama pemilik

3. Penyusunan data BMN belum bersertifkat yang diperkirakan dapat disertifikatkan
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4. K/L melakukan pemenuhan kelengkapan dokumen persyaratan sertifikasi untuk BMN
yang tidak memiliki pernasalahan

5. Penyampaian rekomendasi BMN berupa tanah berstatus clean and clear (dokumen
persyaratan sertifikasi lengkap dan tidak memilki permasalahan) kepada BPN untuk
disertifikatkan

6. Pelaksanaan sertifikasi oleh BPN c.q. Kantor Pertanahan.

Di Tahun 2022, Kanwil DJKN Aceh mendapatkan target penyelesaian Program
Percepatan Pensertipikatan BMN Berupa Tanah (Program Sertipikasi BMN) sebanyak
3.713 rekomendasi bidang tanah dan sebanyak 227 rekomendasi idang tanahuntuk
penyelesaian bidang tanah yang bersertipikat belum sesuai ketentuan, sehingga total ada
3.940 bidang tanah. Mengingat besarnya jumlah target Program Sertipikasi BMN yang
harus diselesaikan tersebut, Kanwil DJKN Aceh perlu melakukan langkah-langkah
progresif koordinatif untuk memastikan penyelesaian target dalam waktu yang ditentukan.
Sebagai upaya percepatan Program Sertipikasi BMN Tahun 2022, KPKNL telah
berkoordinasi dengan seluruh satker yang terlibat agar segera melengkapi dan
menyerahkan berkas permohonan sertipikasi BMN. Menindaklanjuti hasil koordinasi
tersebut, beberapa satker telah menyerahkan berkas permohonan ke KPKNL Banda
Aceh untuk diverifikasi. Berdasarkan hasil verifikasi tersebut, berkas permohonan
disampaikan ke Kantor Pertanahan untuk dilakukan tahapan selanjutnya yaitu
pengukuran. Oleh karena itu, untuk mempercepat proses penyelesaian Program
Sertipikasi BMN, berkas-berkas tersebut perlu segera diserahkan ke Kantor Pertanahan

untuk ditindaklanjuti.

Pada tahun 2022, Kanwil DUKN Aceh berhasil merealisasikan 4.277 dari target 3.940

bidang tanah yang disertifikatkan, dengan capaian sebesar 108,55%.

TabeL Simulasi Progress Capaian IKU

Target 2022
s d Desember
L 2 Semester 1 L] =d @3 nn 2022

Target faal Tahun | 1orget Adendum

wl @ [@ @ d ® ® ® ® © w ) @

4b-LP | FIL |Persentase bidang tanah BMN yang disertifikatkan MAXITLK al

KPKNL Banda Acch 208 5 K| | 76 123%] 217 7%

RPRNL Lhokseurn: 1927 5 77 77 445 Aty ] pi|
Jurlek Bidang tanah yerg telah derifikatkan 3340 0 28 28] 2682 2687 (Vi) 4277
Capaian IKU S 025% 50%| 590%] BB07% 88.07%| 0855 0855%

Meskipun demikian, terdapat kendala yang dihadapi dalam sertipikasi BMN, antara lain:

1. Lambatnya proses pengukuran bidang tanah oleh Satker BPKS yang antara lain
disebabkan Satker tidak mengetahui secara pasti batas bidang tanah yang akan

disertipikatkan;

2. Proses Alih Status Penggunaan dari BPKS dan Lantamal Belawan serta Hibah
Tanah dari Pemko Sabang untuk Waduk Paya Seunara belum selesai;

. _____________________________________________________________________________________________|
41



Masih terdapat bidang tanah yang belum dilakukan pengukuran;

Masih terdapat kekurangan berkas yang belum disampaikan Satker ke Kantor

Pertanahan;

Terdapat berkas permohonan yang belum disampaikan ke Kantor Pertanahan atas

bidang tanah yang mengalami pemecahan;

Kepala Desa tidak berkenan menghadiri pengukuran dan menandatangani dokumen

kelengkapan atas beberapa bidang tanah;
Telah terbit SHM/SHP atas bidang-bidang tanah yang menjadi target;

Tidak adanya Sertipikat Asli sebagai dokumen yang dibutuhkan dalam penyelesaian
BBSK di beberapa Satker.

Adapun tindakan yang telah dilaksanakan:

1.

Rapat Monitoring dan Evaluasi atas Progress Pelaksanaan Program Percepatan
Pensertipikatan BMN Berupa Tanah 2022 secara berkala (mingguan dan bulanan)
baik tingkat Satker maupun KPKNL;

Koordinasi dengan Satuan Kerja dan Kantor Pertanahan dengan kunjungan ke

lapangan dan virtual,

Melakukan pendampingan pada Satker BPKS dalam Pensertipikatan BMN Tahun
2022;

Melakukan identifikasi bidang-bidang tanah sebagai penggati target bidang tanah
yang tidak dapat dilanjutkan pensertipikatannya;

Koordinasi intensif dengan Satuan Kerja, Kanwil BPN Aceh, dan Kantor Pertanahan.

9. 4c-CP Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)

Persentase

Penyelesaian Berkas
Kasus Piutang
Negara (BKPN)

IKU Persentase Efektifitas Penyelesaian BKPN menggambarkan aspek kinerja

pengurusan piutang negara dari sisi penyelesaian BKPN dengan prioritas penyelesaian

yang sudah lama pengurusannya di PUPN (Umur Piutang sudah lama).
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Pada tahun 2022, Kanwil DJKN Aceh berhasil merealisasikan 54 dari 45 BKPN, dengan
capaian sebesar 120%.

Terdapat beberapa kendala yang ditemukan diantaranya seperti:

1. keberadaan debitur dan barang jaminan debitur tidak diketahui lokasinya;

2. Penyelesaian target program Crash Program

Kendala tersebut berimplikasi terhadap upaya penyelesaian BKPN cenderung melalui
PSBDT, sedangkan untuk target program crash program diselesaikan dengan pelunasan

oleh debitur
Lebih lanjut, upaya-upaya yang telah dilakukan:

Memetakan alamat debitur dan Melaksanakan penagihan langsung ke lapangan;
Meningkatkan tahap pengurusan terhadap beberapa debitur;

melaksanakan penagihan langsung kepada debitur saat musim panen;

N~

meningkatkan tahap pengurusan terhadap debitur (Surat Paksa, Surat Perintah
Penyitaan, SPPBS);

5. melaksanakan panggilan penyelesaian piutang terhadap seluruh debitur.

TabeL Simulasi Progress Capaian IKU

4c-CP | PiM | Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN) MAXITLK al

KPKNL Banda Aceh 10 3 5 5 i) o [ 0
KPRNL Lhoksevrmawe. 35 3 2 2 i} El] 44 44

45 (] 27 2 40 L) 54 54
Capaian [KU 13.33% 60,00% 60,00% 88.89% 88.89% 120.00% 120,00%

Targ
iz

10. 4d-N Persentase Implementasi Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)

Persentase 100% 110,35% 110,35%
Implementasi
Evaluasi Kinerja

BMN (Portofolio
Aset)

Evaluasi kinerja BMN merupakan kegiatan pengukuran kinerja suatu aset BMN yang
dilakukan secara sistematis dan terukur dengan mempertimbangkan 6 indikator, yaitu
kepentingan umum, manfaat sosial, kepuasan pengguna, potensi penggunaan masa

mendatang, kelayakan finansial dan kondisi teknis.

43



Evaluasi kinerja BMN diharapkan mampu memperbaiki struktur portofolio aset negara

yang saat ini bernilai lebih dari Rp 6.000 trilyun (dengan mempertimbangkan hasil

revaluasi aset).

Formula untuk menghitung implementasi evaluasi kinerja BMN adalah jumlah asset yang
dievaluasi kinerjanya dibagi dengan jumlah target asset yang akan dievaluasi dikalikan
100%. Tujuannya adalah terwujudnya struktur portofolio aset negara yang memberikan
manfaat ekonomi dan sosial kepada publik melalui rekomendasi skema pengelolaan aset
yang lebih baik bagi Pengguna dan Pengelola Barang.

Total target Kanwil DJKN Aceh pada tahun 2022 yakni 350 NUP dengan rincian KPKNL
Banda Aceh 300 NUP dan KPKNL Lhokseumawe 50 NUP (350 NUP). Realisasi tahun
2022 Kanwil DJKN Aceh memperoleh total 410, dengan capaian sebesar 110,35%.

TabelL Simulasi Progress Capaian IKU

Tarset

=.d Desember
a1 [ Semsstar 1 [} =d @ —

Target Awal Tahun

T Target Adendum

wl @ [@ @ @ @ [ @ @ 0 (1 w2

4d-h | FiH |Persentase Implementasi Evaluasi kineria BMN (portofolio aset) MAXITLK (1]

KPKML Banda Aceh 300 3 73 3 24 224 360 30

o0 8 2 2 E) £ o0 ]

350 39 198 198 263 263 410 410
1515 0 3 3 710 710 575 G

174 0 71 71 133 133 74 74

seLmae
Targe Perwustnan dan p: 1689 0 737 737 843 843 1749 1749

T [ToTar 2038
Capaian KU - 557 50,10 .10 6253 5253% Ti0365% T0.35%

11. 5a-CP Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian

Deviasi Ketergunaan 19% 0,41% 120%
Hasil Penilaian

Penilaian adalah suatu proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atau suatu
objek penilaian pada saat tertentu.

Ruang lingkup hasil penilaian yang diukur adalah hasil penilaian dalam rangka
pemindahtanganan dan pemanfaatan yang digunakan dalam Persetujuan. Objek
penilaian meliputi Barang Milik Negara (BMN).

Nilai yang digunakan sebagai dasar dalam persetujuan merupakan nilai yang menjadi
basis/dasar perhitungan dalam pemberian persetujuan/penolakan pemanfaatan/
pemindahtanganan BMN oleh Pengelola Barang.

Jika terdapat persetujuan yang nilainya telah diberikan faktor penyesuaian oleh Pengelola

Barang berdasarkan peraturan atau kebijakan dengan dasar nilai penghitungan yang
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dipakai adalah hasil penilaian maka nilai ketergunaannya adalah 100% dan deviasinya
0%.

Deviasi ketergunaan hasil penilaian dilakukan untuk mengukur selisih antara nilai yang
digunakan sebagai dasar dalam persetujuan yang ditetapkan oleh Pengelola Barang
dibandingkan dengan nilai hasil penilaian yang disampaikan kepada Pengelola Barang

terhadap objek BMN yang sama.

Perhitungan deviasi dilakukan terhadap setiap persetujuan yang objeknya dimintakan
penilaian. Capaian deviasi ketergunaan hasil penilaian adalah rata-rata dari jumlah
deviasi dari tiap-tiap persetujuan yang ditetapkan Pengelola Barang yang objeknya

dimintakan penilaian.

Realisasi deviasi ketergunaan hasil penilaian pada Kanwil DJKN Aceh tahun 2022
sebesar 0,41% dari target 19%.

TabelL Simulasi Progress Capaian IKU

5 Pelaksanaan Perilaian yang Akurtabel dan Profesionsl

a-CP | A | Deviasi ketergunaan hasil penilaian MINITLK

Karmil DKM Acch 1% 00072 o 0%
KPKNL Barda Acch 1% 0007% 0 7% [ 133 A A
KFRNL Lhokseumaree 1% 0007% 15821 T56% 07 075 A% 2%
TargetRealisasi Deviasi ketergunaan hasil penilaian 19% 0,00% 0,54% 0,54% 0,38% 0.38% 041% 041%

Capaian IKU 0,00% 0,54% 0,54% 0,38% 0.38% 041% 041%

12. 6a-N Persentase Pelaksanaan Lelang e-auction dan e-conventional auction

Pelaksanaan Lelang

e-auction dan e-

conventional auction

E-auction adalah pelaksanaan lelang oleh KPKNL yang memanfaatkan teknologi,
informasi, dan komunikasi (TIK) berbasis internet. E-auction ini terdiri dari 2 jenis, yaitu
ALE (aplikasi lelang melalui email) dan ALI (aplikasi lelang melalui internet sehingga lebih
real time dan terbuka).

Pemanfaatan TIK berbasis internet ini diharapkan dapat menghasilkan lelang yang lebih

optimal dan transparan. Hal ini dikarenakan e-auction dapat menjaring peserta lebih luas
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serta peserta tidak diwajibkan hadir di tempat pelaksanaan lelang sehingga dapat
meminimalisasi terjadinya pengaturan harga lelang.

Implementasi e-auction meliputi:

1) Pelaksanaan Lelang e-Auction adalah lelang tanpa kehadiran peserta lelang.

2) E-Conventional Auction adalah lelang dengan kehadiran peserta lelang yang
memanfaatkan teknologi komunikasi dan informasi dalam pengelolaan infrastruktur

pendukung lelang (pembayaran uang jaminan menggunakan Virtual Account)

Tujuan e-auction adalah:

1) menghemat waktu, biaya, dan tenaga karena tidak perlu kehadiran di lokasi lelang,

2) memungkinkan peserta lelang dapat mengikuti lelang dimanapun dan kapanpun,

3) menghilangkan intimidasi ataupun kerja sama dalam bentuk negatif,

4) menghasilkan nilai transaksi lelang yang optimal bagi pemohon lelang sekaligus
meningkatkan PNBP lelang, dan

5) perbaikan citra layanan lelang di hadapan para pengguna layanan.

Capaian realisasi frekuensi e-Auction Tahun 2022 pada Kanwil DJKN Aceh (total realisasi
KPKNL Banda Aceh dan KPKNL Lhokseumawe) adalah sebanyak 757 frekuensi,
sedangkan untuk e-Conventional auction sebanyak 0 frekuensi. Oleh karena itu, tercapai
kinerja hingga 108,70%.

TabeL Simulasi Progress Capaian IKU

Target
al @ Semester 1 @ sd @ B e 2022

Target Awal Tahun
2022

ol @ [® @ @ ® m @ @ (10) an 2!
b Pengrapan Tata Kelola F dan Lelang yang Efeki

Target Adendum

sentase pelaksanaan lelang e-auction dan e-conventional MAXITLK a

tion

g | v P
aut

wJumlah realisasi Frekuensi e-Auction 121 74 21 433 453 758 757
1 1 1

Karwil DJKN Aceh
KPKML Banda Aceh 70 I 5 304 304 467 467
El 3 03 Bl B 290 20
0 0 0 0 0 0 0
] ] ] ]
0 0 0 0
100.00% 00.00% 100.00% 00.00% 100.00% 100.00% 00.00%
0,00% 0,00% 0007 0.00% 0,007 0007 0.00%
9% 100.00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
100.00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,005

13. 6b-N Deviasi Data PNBP Fungsional DJKN

Deviasi Data PNBP 10% 2,11% 120%
Fungsional DJKN

PNBP Fungsional DUKN merupakan Jenis PNBP DJKN yang tercantum pada DIPA BA
015 DJKN yang terdiri dari PNBP yang berasal dari Biad Pengurusan Piutang Negara
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dengan MAP: 425785 dan Bea Lelang dengan MAP 425783 (PL Il) dan 425782, 425784

(PL I dan Pegadaian).

Deviasi Data PNBP Fungsional DJKN, diukur dari:

1) Selisih antara pembukuan PNBP MAP 425785 pada aplikasi Focus PN dengan
PNBP pada aplikasi OM SPAN/KPPN pada periode setiap pelaksanaan rekonsiliasi;

2) Selisih antara pembukuan PNBP MAP 425783, 425782 dan 425784 pada aplikasi
Dropbox/Aplikasi lain Khusus Lelang* dengan PNBP pada aplikasi OM SPAN/KPPN
pada periode setiap pelaksanaan rekonsiliasi.

Rekonsiliasi antara kedua data tersebut dilakukan maksimal tanggal 7 pada setiap

periode bulan berikutnya setelah periode bulan berakhir.

Persentase
12
10
8
6
4
: I
0

Deviasi

B Target ™ Realisasi

TabelL Simulasi Progress Capaian IKU

G- |Pi |Deviasi Data PNBP Fungsional DJKN MINTLK

Kerwil DN Aceh W% 100% 000 100
KPRNL Bare Aceh [ 105 05 504 [ A A 0%
KFRNL Lhokseumane [ [EX 074 [ [ A [ %
Targalealas Devisi Data PNER Fungaiordl DI [ U67% 042% 73 A B (i B

Capaian IKU 6T [ 73 A PR 2T 21

Target Deviasi PNBP Fungsional DJKN pada Kanwil DJKN Aceh pada Tahun 2022

adalah 10% dan berhasil membukukan realisasi hingga akhir tahun 2022 yaitu sebesar

2,11%. Oleh karena itu, perolehan capaian kinerja sebesar 120%.

14. 7a-N Tingkat Efektivitas Edukasi dan Komunikasi

Indikator Kinerja Target Realisasi Kinerja

Tingkat Efektivitas Edukasi dan Komunikasi 92,00 98,10 106,63%

Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi digunakan untuk mengukur persepsi peserta
atas 1) tingkat pemahaman, 2) kualitas materi, 3) kualitas fasilitator, dan 4) kualitas
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pendukung pelatihan/sosialisasi yang dilaksanakan. Proses edukasi dan komunikasi

dilakukan dengan media sepert pelatihan, sosialisasi, atau workshop. IKU ini mengukur

edukasi yang dilakukan oleh kanwil kepada pihak eksternal, seperti satuan kerja (K/L),

pemohon lelang, pembeli lelang, masyarakat, dan lainnya. Kegiatan edukasi ini dilakukan

paling tidak sebanyak dua kali dalam setahun (setiap semester satu kali).

Pembobotan atas empat indikator tersebut adalah sebagai beriku:

1) tingkat pemahaman peserta (bobot 70%), dengan pertimbangan fokus pelaksanaan
edukasi adalah untuk meningkatkan pemahaman peserta;

2) kualitas materi (bobot 15%);

3) kualitas fasilitator (bobot 10%), dan

4) kualitas fasilitas pelatihan (bobot 5%).

Kuesioner dan cara perhitungan tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi dapat diunduh

pada tautan: http://bit.ly/FormatKuesioner_KertasKerjaReviu

Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi diukur dengan indeksasi sebagai berikut:

Tingkat kepuasan Skala
Sangat Efektif 80<x=<100
Efektif 60 <x <80
Kurang efektif 40 <x=<60
Efektif 20<x <40
Sangat Efektif 0=x<20

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.01/2021 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, dalam menjalankan tugasnya,
Kanwil DJKN menyelenggarakan fungsi untuk memberikan bimbingan teknis,
pemantauan, evaluasi, dan koordinasi di bidang kekayaan negara, pengurusan dan
pengelolaan piutang negara, penilaian, dan lelang pada KPKNL di lingkungan kantor
wilayah. Proses bimbingan dapat dilakukan melalui media surat, bimbingan langsung,
konsultasi, dan lainnya.

Tingkat efektivitas bimbingan kantor wilayah kepada KPKNL merupakan ukuran yang
digunakan untuk menilai efektifitas pelaksanaan bimbingan yang dilakukan oleh kantor
wilayah. Tingkat efektivitas diperoleh dari hasil survei internal yang dilakukan oleh kantor
wilayah dengan menyebarkan kuisioner kepada KPKNL pada setiap semester.
Pertanyaan dalam kuisioner mengukur tingkat persepsi atas efektivitas bimbingan yang
dilakukan oleh kantor wilayah kepada KPKNL.

Untuk tahun 2022, target tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi pada Kantor Wilayah
DJKN Aceh adalah 92 dan berhasil merealisasikan sebesar 98,10 dengan capaian hingga

106,63%. Dibandingkan dengan tahun 2021, capaian tahun 2022 mengalami kenaikan.
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Tabel perbandingan Tingkat Efektifitas Edukasi dan Komunikasi
‘Target 91 92
‘Realisasi 97,02 98,10

TabeL Simulasi Progress Capaian IKU

Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi

[Karwil DN Aceh
Dt Lintuk K eperluan Money Karwil Pada Tiap KPKNL (Tidak Masuk
Hitungan IKLJ)

KPKNL Banda Aceh 2
KPKNL Lhok secmane
Targethealisasi efekivitas edukasi dan komunikasi

4774 38,10

.00 96,30

120

100

80

60

40

20

2021 2022

B Target M Realisasi

15. 8a-CP Persentase Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Kekayaan Negara

Indikator Kinerja Target Realisasi Kinerja

Persentase tindak lanjut persetujuan 85% 90,91% 106,95%
pengelolaan kekayaan Negara

Pengawasan dan pengendalian pengelolaan BMN meliputi kegiatan pemantauan atas
pengelolaan BMN pada KI/L terutama terkait aspek utilisasi-nya. IKU ini difokuskan pada

pemantauan utilisasi berupa pemanfaatan dan pemindahtanganan. Objek yang dipantau
|
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adalah tindak lanjut atas surat persetujuan pemanfaatan dan pemindahtanganan yang

telah diterbitkan oleh DJKN selaku pengelola barang.

Kriteria ditindaklanjuti adalah sebagai berikut:

Kategori

Jenis Persetujuan Utilisasi

Kriteria sudah Ditindaklanjuti

Pemanfaatan

Sewa

1. Surat perjanjian
2. SSBP

Kerja Sama Pemanfaatan

1. Surat perjanjian

2. SSBP (jika pada tahun
penerbitan persetujuan sudah
terdapat penerimaan)

Bangun Guna Serah/Bangun
Serah Guna

1. Surat perjanjian

2. SSBP (jika pada tahun
penerbitan persetujuan sudah
terdapat penerimaan)

Pinjam Pakai

1. Surat perjanjian
2. Berita acara serah terima

Kerja Sama Pemanfaatan

1. Surat perjanjian

Infrastruktur 2. SSBP (jika pada tahun
penerbitan persetujuan sudah
terdapat penerimaan)

Pemindahtanganan | Penjualan 1. Risalah lelang atau dokumen

perjanjian jual/sewa beli dalam hal
penjualan dilakukan tanpa melalui
lelang

2. SSBP

Tukar Menukar

1. Berita acara serah terima

2. Keputusan penetapan status
penggunaan

untuk barang pengganti

Hibah Berita acara serah terima
Penyertaan Modal Pemerintah Berita acara serah terima
Pusat

Realisasi persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan kekayaan negara
Kanwil DJKN Aceh Tahun 2022 sebesar 90,91% dari target 85%.

TabeL Simulasi Progress Capaian IKU

Karwil DJKN Aceh

KPRNL Banda Aceh

KPRNL Lhokseumans

Jurnlah perseljuartpenetapan pengelolaan BiN periode semester | 2022
oleh Kl

Karwil DUKN Aceh

KPKNL Banda Acsh
KPENL Lhokseumane

Jurmlh persetujuanipenetapan pengelolasn BMN yang diterbitkan
engelola barang periode semester | 2021
Karwil DUKN Aceh

KPKNL Banda Aceh

KPKNL Lhokseumane

Jurmlah persetuj uarpenetapan pengelalaan BMN yang diterbitkan
pengelol a barang periode semester | 2022

Karwil DKN Aceh

KPKNL Banda ficeh

KPRNL Lhokseumane

TargetiRealisasi Jurmlah indak lanjut persetuiuan pengelolaan kekayaan negara

Capaian [KU

Target
a @ Semester 1 @ i@ =d "*’“
Targel Aol Tohun | :
b o
w{ @ [@ @ ® @ m ® 0] (10 (1) 12
8 et AP T
8o P | M Persentase tindok larjul perselujuan pergelolaan kekagaan negara.~~~ MAKTIC
TorTah percetduatoeneagan pengelan VN peod 2021
g itindaklaniui deh KL & & & 8 ®
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Tabel perbandingan Realisasi Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan aset

INDIKATOR 2021 2022
Target 85% 85%
Realisasi 87,82% 90,91%
Capaian Kinerja 103,32% 106,95%
Chart Title
120
100
80
60
40
20
0

2021 2022

W Target W Realisasi

16. 9a-N Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai

Indikator Kinerja Realisasi Kinerja
Persentase pengembangan kompetensi 100% 120,00% 120%
pegawai

Indikator kinerja ini mengukur persentase banyaknya pegawai (bawahannya) yang telah
memenuhi standar pengembangan pegawai dan telah sesuai dengan perencanaan
pengembangannya.

Bawahan telah memenuhi kriteria bila memenuhi minimal 24 Jam Pelatihan, serta minimal
1 dari usulan rencana Pengembangan Kompetensi pada modul DKI telah dilaksanakan.
Standar jamlat adalah jumlah minimal jam pelatihan yang harus dipenuhi oleh setiap
Pegawai dalam waktu satu tahun yaitu 24 jam pelatihan (JP).1 jamlat adalah 45 menit.
Standar jamlat minimal per tahun per pegawai adalah total 24 jamiat.

Jenis Pengembangan kompetensi yang dapat dilakukan pegawai mengacu pada
Peraturan terkait Pengembangan kompensi Pegawai Tercantum dalam PMK Nomor
216/PMK.01/2018 tentang Manajemen Pengembangan SDM di lingkungan Kementerian

Keuangan.
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Pemenuhan Pengembangan kompetensi pegawai dilakukan berdasarkan dengan
Pengembangan Kompetensi yang telah direncanakan dan diusulkan pada usulan diklat
pada modul DKI. Pegawai yang dimaksud adalah pegawai negeri sipil (PNS) yang bekerja
aktif di Kementerian Keuangan.

Dikecualikan dari formula IKU ini adalah:

e bawahan yang akan pensiun di tahun 2022;

¢ bawahan yang sedang/dalam status tugas belajar, cuti di luar tanggungan negara,

dipekerjakan, atau diperbantukan;

bawahan yang aktif kembali dari status tugas belajar, cuti di luar tanggungan negara,

dipekerjakan, atau diperbantukan setelah 30 September 2022;

Pegawai yang mutasi setelah 30 November 202 2 tidak diperhitungkan di unit barunya

pegawai pada unit non-eselon

TabeL Simulasi Progress Capaian IKU

Tarset
a @ Semester 1 @ =d @ =

Target P40 Toh | gl Adendum

ol @ [® @ ® ® w ® @ (10} ) (12
9 SOM yang Kompeten

$a4l | FM Persentase pengembangan kompelensi pegawai MAXTC

Satker Kanwil

Jurnlah bavvahan yang memenuhi kriteria

Karwil DJKN Aceh

b | Jurnlah bavvahan yang telah melebibi kriteria i i 32 R 34 4

Karmil DKN Aceh 9 i 1 2 2 # 3#

Jurnlzh banehar tota i) 2 2 2 R £l ]

Karmil DKN Aceh El] ] 2 2 2 el 3#

% Capaian Utama 2021% 62.07% 62.07% 100,00% 100,00% 100,007 100,00%

% Capaian Tambahan 21.21% 58.62% 58.62% 100.00% 100.00% 100,00% 100,00
Capaian IKU 100% 7% 13719% 120,00% 12000%

1] 8 2 2 # M
B 1 2 2 El] ]

| cofw

Pada tahun 2022, di lingkungan Kantor Wilayah DJKN Aceh persentase pegawai yang

memenuhi kompetensi 120% atau sama dengan capaian tahun 2021.

17. 10a-N Nilai Pemenuhan Unit Kerja Terhadap Kriteria ZI Menuju WBBM

Indikator Kinerja Target Realisasi Kinerja

Nilai Pemenuhan Unit Kerja Terhadap 85 96,56 113,60%
Kriteria ZI Menuju WBBM

Pembangunan ZI WBBM merupakan salah satu program yang mendukung sasaran
Reformasi Birokrasi, yaitu birokrasi yang bersih, akuntabel, dan berkinerja tinggi; birokrasi
yang efektif dan efisien; dan birokrasi yang mempunyai pelayanan publik yang berkualitas.
Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah
Birokrasi Bersih Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah diatur dalam Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021.
Zona Integritas (ZI) adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang

pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui

. _____________________________________________________________________________________________|
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18.

reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas
pelayanan publik. Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani yang disingkat (WBBM)
adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja/satuan kerja yang telah berhasil
melaksanakan reformasi birokrasi dengan sangat baik, dengan telah memenuhi sebagian
besar kriteria proses perbaikan pada komponen pengungkit untuk mewujudkan
pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima.
Berdasarkan Hasil Evaluasi ZI WBK/WBBM yang disampaikan oleh Inspektur 1V, Itjen
Kemenkeu melalui Nota Dinas Nomor ND-547/1J.5/2022 tanggal 8 Desember 2022,
disebutkan bahwa Kanwil DJKN Aceh telah memenuhi kriteria untuk mendapatkan
predikat ZI/WBBM dari KemenPANRB.

TabeL Simulasi Progress Capaian IKU

Tarsget

a1 Q2 Semester 1 [ =d 3

Torget ne) 90N | Target Adendum

Wl @ [@ @ @ ® m ® ® i &80 12

n Orgarisasi yana Fit For Purpose

10=N | Pt | Nilai Pemenuhan Unit Kera terhadap Kriteria 2| menuju WBBM MAX/TLK

Kanwil DJKN Aceh [ S %56
Capaian IKU 9656

10b-N Nilai Review Pengelolaan Kinerja

Indikator Kinerja Target Realisasi L EE]

Nilai reviu pengelolaan kinerja 80 95,72 119,65%

Untuk memastikan keberhasilan pencapaian tujuan reformasi birokrasi dan keberhasilan
pencapaian perencanaan strategis, maka diperlukan sistem penilaian kinerja sebagai
bagian dari sistem pengelolaan kinerja di lingkungan Kementerian Keuangan.
Kementerian Keuangan telah menerapkan reformasi birokrasi dan transformasi
kelembagaan dengan menetapkan kebijakan baru terkait manajemen kinerja agar
pengelolaan kinerja menjadi terukur dan terarah. Peraturan terkait manajemen kinerja
berbasis ditetapkan melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2022
Tentang Manajemen Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan. Untuk memastikan
bahwa seluruh proses pelaksanaan pengelolaan kinerja dilakukan, diperlukan

pelaksanaan review atas implementasi pengelolaan kinerja tersebut.

Review Pengelolaan dilaksanakan dengan melakukan penilaian terhadap empat aspek
pengelolaan kinerja, yang meliputi: perencanaan, pelaksanaan/eksekusi, monitoring dan
evaluasi dan intensitas edukasi pengelolaan kinerja. Masing-masing komponen diberikan
bobot dengan mempertimbangkan tingkat kepentingan dan kebutuhan organisasi,
sebagaimana berikut:
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Proses penilaian tingkat kantor wilayah dilakukan oleh MKO Kantor Pusat DJKN.
Sedangkan tingkat KPKNL dilakukan penilaian oleh tingkat Kanwil (SMKO). MKO akan

melakukan verifikasi secara sampling terhadap hasil penilaian Kanwil kepada KPKNL.

90 <X =100 Kami mengelola kinerja dengan sangat baik
80< X <90 Kami mengelola kinerja dengan baik
70=<X<80 Kami mengelola kinerja dengan cukup baik
50=X<70 Kami mengelola kinerja dengan kurang baik
<50 Kami mengelola kinerja dengan tidak baik

Tujuan IKU ini adalah untuk mengetahui seberapa perkembangan kualitas pengelolaan
kinerja di lingkungan DJKN serta untuk menghasilkan umpan balik yang positif bagi

perbaikan kualitas pengelolaan kinerja di masa mendatang.

TabeL Simulasi Progress Capaian IKU

Nilai review pengelolaan kinerja

arvl D Aceh ] [0 (37
Capaian KU %572 %12

Deta Ltk Kepeluan Money Rerwil Pada Tiap KPRNL [Tidek Mastk

Fitungan K1)

KPKNL Banda Aceh i) 93,79
KKPKNL Lhokseumae (] 96,40

120

100

80
60
40
20

0

2021 2022

B Target M Realisasi

Capaian realisasi nilai reviu pengelolaan kinerja Tahun 2022 Kanwil DJKN Aceh sebesar
95,72 dari target 80 atau sebesar 119,65% lebih baik dibandingkan capaian Tahun 2021

yang mana realisasi 93.43 dari target 75.

19. 11a-CP Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran

Indikator Kinerja Target Realisasi Kinerja

Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran 95,5% 97,55 102,16%
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Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai

rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan

anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi
output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA.

Capaian IKU PA di hitung sebagai berikut:

a. Capaian IKU PKPA Triwulan I, Il dan Ill mengacu pada capaian IKPA dari Januari
sampai dengan triwulan periode pelaporan.

b. Capaian tahunan dihitung sebagai komposit capaian SMART (40%) dan IKPA (60%)
dengan bobot masing-masing sesuai perhitungan unsur Kualitas Anggaran
Pemerintah Pusat (Kementerian/Lembaga) pada IKU Kinerja dan Harmonisasi
Anggaran Pusat dan Daerah Kemenkeu-Wide.

c. Capaian IKU PKPA Semester | s.d Triwulan Ill dan Tahunan sama dengan capaian

triwulan periode pelaporan.

Pengukuran IKPA meliputi aspek:

a. Kesesuaian antara perencanaan dengan pelaksanaan anggaran;

b. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pelaksanaan
anggaran;
Efektivitas pelaksanaan anggaran; dan

Efisiensi pelaksanaan anggaran.

Pengukuran aspek kesesuaian antara perencanaan dengan pelaksanaan anggaran
merupakan penilaian kesesuaian antara pelaksanaan anggaran dengan yang
direncanakan dan ditetapkan dalam DIPA. Indikator kinerja pada pengukuran aspek
kesesuaian antara perencanaan dengan pelaksanaan anggaran terdiri dari:

a. Revisi DIPA, yang dihitung berdasarkan frekuensi revisi DIPA dalam hal pagu
anggaran tetap yang dilakukan oleh Satker dalam satu triwulan kecuali revisi DIPA
dalam rangka penghematan atau refocusing anggaran.

b. Deviasi Halaman Il DIPA, yang dihitung berdasarkan rata-rata kesesuaian antara
realisasi anggaran terhadap Rencana Penarikan Dana (RPD) bulanan. Deviasi
Halaman Il DIPA dihitung berdasarkan rasio antara nilai penyimpangan/deviasi
realisasi anggaran terhadap RPD yang telah dimutakhirkan.

c. Pagu Minus dihitung berdasarkan rasio antara total nilai pagu minus terhadap pagu
DIPA.
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Pengukuran aspek kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang
pelaksanaan anggaran merupakan penilaian terhadap kepatuhan Satker terhadap
peraturan perundang-undangan di bidang pelaksanaan anggaran. Indikator kinerja
pada pengukuran aspek kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang

pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat terdiri dari:

a. Penyampaian Data Kontrak dihitung berdasarkan rasio ketepatan waktu
penyampaian data perjanjian/kontrak terhadap seluruh data perjanjian/kontrak
yang didaftarkan ke KPPN.

b. Pengelolaan Uang Persediaan dan Tambahan Uang Persediaan (UP dan TUP)
dihitung berdasarkan rasio ketepatan waktu penyampaian pertanggungjawaban UP
Tunai dan TUP Tunai terhadap seluruh pertanggungjawaban UP Tunai dan TUP
Tunai.

c. Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Bendahara dihitung
berdasarkan rasio penyampaian LPJ Bendahara Pengeluaran yang dilakukan
secara tepat waktu terhadap seluruh kewajiban penyampaian LPJ.

d. Dispensasi Penyampaian Surat Perintah Membayar (SPM) dihitung berdasarkan
jumlah SPM yang mendapatkan dispensasi keterlambatan penyampaian SPM
melebihi batas waktu penyampaian SPM yang ditentukan pada akhir tahun

anggaran.

Pengukuran aspek efektivitas pelaksanaan anggaran merupakan penilaian terhadap
pencapaian output dan penyelesaian pelaksanaan pembayaran. Indikator kinerja pada
pengukuran aspek efektivitas pelaksanaan anggaran terdiri dari:

a. Penyerapan Anggaran, dihitung berdasarkan rata-rata nilai kinerja penyerapan
anggaran pada setiap triwulan. Nilai kinerja penyerapan anggaran dihitung
berdasarkan rasio antara tingkat penyerapan anggaran terhadap target penyerapan
anggaran pada setiap triwulan. Target penyerapan anggaran pada Triwulan |
sebesar 15 persen, Triwulan |l sebesar 40 persen, Triwulan Il sebesar 60 persen,
dan Triwulan IV sebesar 90 persen.

b. Penyelesaian Tagihan, dihitung berdasarkan rasio ketepatan waktu penyelesaian
tagihan dengan mekanisme SPM-LS Kontraktual terhadap seluruh SPM-LS
Kontraktual yang diajukan ke KPPN.

c. Capaian Output, dihitung berdasarkan rasio antara total nilai kinerja Rincian Output
(RO) terhadap jumlah RO yang dikelola oleh Satker. Nilai kinerja RO dihitung
berdasarkan rasio antara capaian atau realisasi RO terhadap target RO.

d. Retur Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), dihitung berdasarkan rasio antara

jumlah SP2D yang mengalami retur terhadap jumlah SP2D yang telah diterbitkan.
|
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Pengukuran aspek efisiensi pelaksanaan anggaran merupakan penilaian terhadap

ketepatan Satker dalam melakukan pembayaran atas beban DIPA. Indikator kinerja

pada pengukuran aspek efisiensi pelaksanaan anggaran terdiri dari:

a.

Pengembalian/Kesalahan  SPM, dihitung  berdasarkan rasio  antara
pengembalian/kesalahan SPM oleh KPPN terhadap seluruh SPM yang diajukan
KPPN terhadap seluruh SPM yang diajakan oleh Satker ke KPPN.

Perencanaan Kas (Renkas), dihitung berdasarkan rasio antara Renkas/Rencana
Penarikan Dana (RPD) Harian yang disampaikan secara tepat waktu terhadap

kewajiban Renkas/RPD Harian yang diajukan ke KPPN.

Capaian SMART dilakukan dengan mengukur variabel-variabel sebagai berikut:

a.

capaian output, diukur dengan membandingkan antara realisasi volume RO dengan
target volume RO.

penyerapan anggaran, diukur dengan membandingkan antara realisasi anggaran
dengan pagu dalam DIPA terakhir.

Efisiensi, dilakukan dengan membandingkan selisih antara pengeluaran
seharusnya dan realisasi anggaran dengan alokasi anggaran. Pengeluaran
seharusnya merupakan jumlah anggaran yang dibutuhkan untuk menghasilkan
tingkat capaian RO yang telah dicapai berdasarkan alokasi per target yang
direncanakan.

konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan, dilakukan dengan
memperhitungkan deviasi antara realisasi anggaran dengan rencana penarikan

dana setiap bulan.

Capaian IKU PKPA Kantor Wilayah DJKN Aceh adalah sebesar 97,55% dengan rincian Data
Bobot dan Capaian IKPA (40%) dan Nilai Smart DJA (60%) sebagai berikut:

Indikator IKU Kualitas Pelaksanaan Anggaran Capaian

A} HMilai IKP& 28,15%
1. [ Revisi DIPA | 10,00%

2. Halaman Il DIFA 5,38%

3. Penyerapan Anggaran 20,00%:

4. Belanja Kontrakbual 0,00%

5. Penyelesaian Tagihan | 0,00%

. Pengelolaan UF dan TUP 9,93%

T. Dispensasi SPM 5,00%

B. | Capaian Output 1 25,00%

B} HNilai SMART 96, 48%
Capaian Triwulan IV a7, 55%
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KANWIL DJKMN BANDA ACEH

Nilai SMART
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Dalam Indikator IKPA terdapat satu indikator yang tidak mendapat capaian sebesar 100%
yaitu Halaman Il DIPA dan Pengelolaan UP dan TUP. Hal ini antara lain disebabkan
Pengelolaan TUP pada bulan Juni 2022 yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.
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Laporan Kinerja TA 2022

Postur Anggaran per 31 Desember 2022
hie Finciamilutpas Realisasi Target Realisasi
Pagu Anggaran Yolume RO Yolume RO
1 [4736 BME.O0 Sosialiazi Pengelolaan Kekayaan Megara 3.886.000 2212000 50 BT
5 4736 BME.O0Z Sosializasi Pengelolaan Piutang Megara dan m 155
Lelang 13.629.000 13326000
a 4747 FAE.O0Z Rekomendasi atas Hasil Maonitoring dan 1 5
Ewaluazi Felak=anaan Sertipikasi 2.400.000 2154000
4 4738.88H.001 Keputusan Permohonan Pengelolaan 4 n
K.ekayaan Megara 16.431.000 15.850.000
5 4798.88H.002 Keputuzan Hasil PenguruzantPengelalaan o5 R4
Fiutang Megara FETE.000 28, 751.000
B [4798.AAH.0032 Rizalah Lelang
T [4798.AAH.005 Risalah Lelang Sukarela UMER [PL)
a 4738 FAE.0M Rekomendasi BMM Eerupa Tanah yang 20401 4271
Dlisertipik.atk.an [PL) 340.750.000 a14.080.454
4 4798 FAE.003 Rekomendasi Hasil Kajian Portofolio Aset
4733 FAE.004 Rekomendasi Hasil K ajian Tingk.at
10 | Kesesuaian Penggunaan BEMMN dengan Standar Barang dan
Standar Kebutuhan [SBSK]
1 | 4798 FAE.O0E Rekomendasi di Bidang Kekayaan Megara 4.E52.000 2880000 1 1
12 [4798.FAE.007 Rekomendaszi Hasil Penilaian B.ATE.000 2 9E0.000 1 2
13 | 4798 FAE.009 Penggalian Potensi Lelang 12.960.000 10.207.000 1 3
14 | 4798 FAK.O01 A=et BUN yang Dikelola 175.552.000 153779322 3 7
15 [4801.A8H.002 |zin Balai Lelang!Pejabat Lelang Kelas I
16 |4700.EEA 569 Layanan Bantuan Hukum 4.572.000 2622800 1 2
17 |4701EEA.002 Kerumahtanggaan 126.892.000 1200191.421 12 12
18 |4701EEA. 954 Layanan Perk.antoran 1104.2352.000 494 223333 12 12
19 | 4701EEE.001 Peralatan F asilitas Perkantoran
20 | 47.EEE.003 Kendaraan Bermator
21 | 470.EEE.004 Gedung/Bangunan
22 | 4702 EMBE.O0T Pembinaan'Edukazi Publik 1500000 1] 100 200
23 | 4702 BME.DOZ2 Kehumazan 4.052.000 2660000 ] n
24 [ 4702 BMEB.003 FPamerandEk sibisi
25 4704 EEA 001 Rekomendazi Kepatuhan Internal 7.ES0.000 3.744.000 b 7
TOTAL 1.867.267.000 | 1.624.251.360 [N

Dari daftar table di atas, terlihat bahwa anggaran telah direalisasikan sesuai dengan yang

direncanakan untuk mencapai tujuan rincian output yang ditetapkan.

TabeL Simulasi Progress Capaian IKU

Target 2022
ol @ Semaster 1 @ sy | B eeber 222
Target Awal Tahun Target Adendum
22 b
(11} @ (&) [ ® (U] @ ® @ (10) (1 (i2)
il Penguatan pengelolaan keuangan dan BN yang optimal
11a-CP | Fi | Persentase kualitas pelaksanaan anggaran Max/TLK
Kanwil DJKN Aceh 5% 100,00% 97% 94.97% 96387 98.38% 97 5% 97 5%
Target kualitas pelaksanaan anggaran 955%
Capaian IKU - 100,00% 94.97% 94.97% 98.98% 98,987 97.56% 97.56%

Diata Urtuk Keperfuian Money Karwil Pada Tiap KPRNL [Tidak Mastk.
Hitungan (KL
KPKNL Banda Aceh B 007 00.00% 100,00% 00007 97.00% 97.00%
KPKNL Lhakseumawe B 007 00007 0,.00% B B00% BT 9B01%

20. 12a-N Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan

Realisasi

Indikator Kinerja

Target Kinerja

Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan 3,55 3,97 111,83%

. _____________________________________________________________________________________________|
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Untuk mencapai sasaran strategis peningkatan kepercayaan publik terhadap
pengelolaan kekayaan negara, DJKN telah melaksanakan strategi yaitu peningkatan
efektivitas layanan kehumasan. Kehumasan yang efektif diartikan sebagai
terlaksananya proses perencanaan, pelaksanaan serta evaluasi dari kehumasan secara
komprehensif sehingga fungsi kehumasan dapat berjalan dengan baik dan tepat
sasaran. Fungsi kehumasan menjadi penting mengingat dengan perkembangan
teknologi yang terjadi saat ini stakeholder (sebagai khalayak) dapat dengan mudah
mengakses berbagai informasi yang tersedia, oleh karenanya humas harus mampu
memanfaatkan hal tersebut guna memberikan informasi yang andal dan berkualitas.
Ruang lingkup dari fungsi kehumasan di DJKN mencakup perencanaan, pelaksanaan
dan evaluasi dari penyampaian informasi di bidang pengelolaan kekayaan negara,
penilaian, pengurusan piutang negara, dan pelayanan lelang kepada khalayak.

Perkembangan teknologi khususnya pertumbuhan masyarakat yang menggunakan
media digital dan media sosial tentu saja tidak lepas dari perhatian Kehumasan DJKN.
Lebih Lanjut, Kanwil DJKN Aceh melalui unit Kehumasannya terus melakukan berbagai
penyuluhan, edukasi, dan publikasi melalui media digital (website) maupun media sosial
(Facebook, Twitter, Instagram, dan YouTube). Respons masyarakat di dunia maya
tersebut disambut dengan positif, hal ini terlihat dengan pertumbuhan jumlah
pengunjung pada website DJKN maupun pengikut (followers/subscribers) akun media
sosial DJKN.

Realisasi kienerja ini diperoleh dengan cara mengukur jumlah posting amplifikasi
Agenda Setting Kemenkeu oleh Pemangku Tugas Komunikasi selaku Pemangku Tugas
Komunikasi. Jumlah posting amplifikasi Agenda Setting Kemenkeu oleh Pemangku
Tugas Komunikasi selaku Pemangku Tugas Komunikasi dibagi dengan target yang
dasarnya adalah setiap Agenda Setting Kemenkeu yang menyebutkan taktik amplifikasi
oleh Pemangku Tugas Komunikasi. Pada Tahun 2022, Indeks Efektivitas Ekosistem
Kehumasan Kanwil DUKN Aceh, dari target 3,55 tercapai 3,97 atau sebesar 111,83%.

TabeL Simulasi Progress Capaian IKU

Target 2022

a (] Semester 1 ] 4@ =.d. Desember e

el ;;;ZI i Target Adendum

wl @ [w @ f ® ® n ® 0 [0} [ [
Penguiatan Tata Kelola K ehumasan dalam Ekosistem Kolaboratif

TaN P |Indeks Efektivitas ekosisten kehumasan Max/AVG

Karwil DJKN Aceh 355 E E 3% w W
|Capaian [KU 348 396 39 39 391
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B. Realisasi Anggaran

DIPA Kantor Wilayah DJKN Aceh pada tahun 2022 sebesar Rp1.867.267.000 dengan
realisasi Rp1.684.251.360 atau sebesar 90,2% dari DIPA dengan rincian sebagai berikut:

Jenis Belanja Anggaran (Rp) Realisasi (Rp)
Belanja Pegawai 0 0
Belanja Barang 1.867.267.000 1.684.251.360
Belanja Modal 0 0

Grafik Perbandingan Realisasi realisasi penyerapan DIPA per-jenis belanja

Rp2,000,000,000
Rp1,800,000,000
Rp1,600,000,000 Rp1,532,10

Rp1,867,267,000

Rp1,400,000,000
Rp1,200,000,000
Rp1,000,000,000
Rp800,000,000
Rp600,000,000
Rp400,000,000
Rp200,000,000
Rp0

w2021
02022

Rp210,578,052

Rp0 RpO

Belanja Pegawai Belanja Barang Belanja Modal

Jika di lihat dari grafik di atas, realisasi Belanja Pegawai dan Belanja Barang TA 2021
terlihat lebih kecil dibandingkan TA 2022 hal ini disebabkan penerapan sentralisasi belanja
pegawai DJKN sejak bulan Agustus 2020 sesuai Perdirjen Nomor 2/KN/2020 dan adanya
pandemi COVID-19 yang mengakibatkan berkurangnya pelaksanaan kegiatan yang
melibatkan pihak eksternal serta pembatasan perjalanan dinas keluar kota bagi PNS.
Adapun untuk Realisasi Belanja Modal TA 2022 tidak dianggarkan dalam DIPA sehingga
sangat jauh berbeda dengan TA 2021.
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BAB IV
PENUTUP

Secara keseluruhan capaian kinerja atas 12 (dua belas) Sasaran Strategis yang dijabarkan
dalam 20 (dua puluh) Indikator Kinerja Utama sesuai dengan Kemenkeu Two Kanwil DJKN

Tahun 2022 dapat tercapai dengan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) sebesar 114,48%.

Gambar 4.1
Grafik Perbandingan NKO Kanwil DJKN Aceh

NILAI KINERJA ORGANISASI KANWIL DJKN ACEH

4NILAI KINERJA ORGANISASI KANWIL DJKN #
2020 2021 2022

Dalam pencapaian target kinerja pada tahun 2022, Nilai Kinerja Organisasi Kanwil DJKN Aceh
mengalami pertumbuhan positif dibandingkan dengan tahun 2021. Optimisme dan
pengalaman dari tahun 2020 menjadikan Kanwil DJKN Aceh dapat menangani perubahan

akibat pandemi covid -19 hingga tahun-tahun berikutnya menjadi lebih baik.

Sebagai unit vertikal yang berada di ujung barat Pulau Sumatera, Kanwil DJKN Aceh telah
bekerja secara optimal, sehingga guna menghadapi tantangan pada tahun 2022, telah dibuat

Rencana Aksi atau action plan dari masing-masing bidang/bagian umum, yaitu :
A. Bidang Pengelolaan Kekayaan Negara

1. Sosialisasi kepada satuan kerja terkait peraturan penggunaan, pemanfaatan,
pemindahtanganan, penghapusan, pengawasan dan pengendalian, pengamanan,
penatausahaan, dan rekonsiliasi BMN;

Mengadakan knowledge sharing dan FGD terkait pengelolaan kekayaan negara,;
Melaksanakan layanan konsultasi pengelolaan barang milik negara, dan bimbingan
teknis aplikasi SIMAN, SIMANTAP dan SIMAK BMN;

4. Penggalian potensi nilai kekayaan negara yang diutilisasi dan potensi manfaat
ekonomi melalui pelaksanaan pengawasan dan pengendalian BMN atas pelaksanaan

penggunaan, pemanfaatan dan pemindahtanganan BMN;
|
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B. Bidang Penilaian

o w0 Dd o~

Ekstensifikasi potensi SDM di bidang penilaian;

Peningkatan kapasitas Penilai dilakukan secara berkala;
Koordinasi bersama stakeholders potensial;

Pembebanan hasil quality assurance ke dalam IKU individu Penilai;

Tindak Lanjut Pemeriksaan BPK dengan verifikasi dan menyusun DKPB.

C. Bidang Piutang Negara

Pembinaan kualitas SDM terkait administrasi pengurusan piutang negara;
Penyamaan persepsi mengenai kelengkapan dokumen penyerahan dan tata cara
penyerahan;

Penggalian Potensi Piutang Negara dengan prioritas piutang BPJS ketenagakerjaan,
dan Piutang pemerintah daerah secara lebih intensif;

Perbantuan SDM secara langsung berupa Penatausanaan BKPN serta
Perbantuan/pendampingan dalam upaya penagihan langsung dan asistensi

pengurusan piutang negara.

D. Bidang Lelang

© N o o &

Melaksanakan penggalian potensi lelang dan sosialisasi lelang;

Melaksanakan pemantauan pelaksanaan lelang oleh pejabat lelang kelas | dan
pejabat lelang kelas Il dilingkup Kanwil DJKN Aceh;

Pengangkatan/pelantikan Pejabat Lelang Kelas Il dan pemberian reward kepada
Pejabat Lelang Kelas | atas kinerja;

Membangun database bidang lelang;

Pelaksanaan in-house training penyusunan laporan di bidang lelang;

Melaksanakan pemeriksaan risalah lelang, pemusnahan kertas sekuriti di KPKNL;
Pelaksanaan rapat kinerja setiap semester di bidang lelang;

Pengendalian dan pemantauan pelaksanaan lelang via e-auction.

E. Bidang Kepatuhan Internal, Hukum dan Informasi

Mengadakan forum kinerja dilingkup Kanwil maupun KPKNL;

Mengembangkan kegiatan sinergi antar bidang menjadi kegiatan Kemenkeu Satu
dengan menghadirkan pemateri dari seluruh Eselon | di lingkungan Kementerian
Keuangan,;

Mengadakan Forum Group Discussion terkait manajemen risiko di lingkungan Kanwil
DJKN Aceh;

Peningkatan kualitas pemberian pendapat hukum dan penanganan perkara.
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F. Bagian Umum

1. Menugaskan pegawai sesuai dengan kompetensi dan kebutuhan organisasi serta
memperhatikan pemenuhan kompetensi pegawai;
Percepatan pelaksanaan program kegiatan segera setelah revisi anggaran disahkan;
Penajaman program dan kegiatan kerja;

4. Pemantauan secara berkala atas pelaksanaan paket pengadaan agar selesai tepat

pada waktunya dan sesuai dengan kontrak.

Akhirnya dengan disusunnya Laporan Kinerja ini, diharapkan dapat memberikan informasi
secara transparan kepada seluruh pihak yang terkait mengenai tugas dan fungsi Kantor
Wilayah DJKN Aceh, sehingga dapat memberikan umpan balik guna pengingkatan kinerja
pada periode berikutnya. Secara internal Laporan Kinerja tersebut harus dijadikan motivator
untuk lebih meingkatkan kinerja organisasi, sekaligus secara eksternal dapat menjadi
indikator dalam dalam menyesuaikan tuntutan stakeholder. Akhirnya, kita semua berharap
Kanwil DJKN Aceh dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dengan memberikan

pelayanan berdasarkan nilai-nilai Kementerian Keuangan.
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Kontrak Kinerja
& Pengukuran Kinerja
Kanwil DJKN Aceh 2022






KONTRAK KINERJA
NOMOR: 13/KN2022
KEPALA KANTOR WILAYAH JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
ACEH
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2022

Pemyataan Kesanggupan

aan:

1. Melaksanakan tugas dan fungsi dengan perwh kesungguhan untuk mencapai taget kinerga
sebogaimana tercantum dalsm Koriral Kinesja ni.

2. Bersedia wmluk dilakukan evaluas ata=s capasan kinena kapanpun dipesiuian

3. Menerima segala konssouensi ats capaian knerja sesuai dengan peraburan yang beslako.

Peta Strategi
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FERJAMNJIAN KINERJA TAHUM 2022
KEPALA KANTOR WILAYAH JENDERAL KEKAYAMAN NEGARA ACEH
KEMENTERIAN KELANGAMN

Peningicatan Kontribuss Kekay=an

ndikatar Knenja

1 Ta-=CP Persemase realisasi Penerimaan Megara | 100%
Megara dan Lalang Terhadap dari Pengelalaan Kekayaan Megama dan
Pesrekoomizn Lelang

i-CP  Persermase produktotas lelang A6
T --rl'l;hﬂtlc‘bﬂhﬂhnmm B
pelaiczanaan RCE dan pengembangan
LIRKRA

2 | Penpge=lkolaan Kekayaan Megara 2a-CF Persemtase Realisasi Pokok Lelang 100%
dan Lelang yang Memeruhi _

Harapan Pengguna Jasa 20-CF Persemtase Perununan Owstanding 100%
Piutang Megara

3 | Kepuasan Pengguna Layanan Za-M Indeks Kepuasan Pengguna Layanan 455
yang Tinggi Earrail dan KPEML

4 | Penpeslolaan Kekayaan Megara 420 Tingkat Kesesuaian Pengguraan BMIN B5%
dan Lelamg yang Optimal dengan SESK

48-CP Persemtase Bidang Tanah BMMN yang 100%
Di=eripikatkan

4o=CP Persentase Penyelesaian Berkas Kasus 100%
Piutang Megara |BEP M)

dad M Persentase iImplementasi Evaluasi 100%
Kinerja BMM [Poricdolio Aset)

5§ | Pedaksarnaan Penilaian yang Ea-CP Dewiasi Ketergunaan Hasil Perilssan 195
Akumiabed dan Profesional

6§ | Penesapan Tala Kelola Kekayaan | Ga-M Persentase Pelaksanaan Lelang E- 5%
Megara dan Penilaian yang Efektif Auction dan E-Correenticnal Auction

=B Deviazi Dxta PHEP Fungsional DR 1%

7 | Edukasi yang Efektf Ta-H Tingkat efektvitas edukasi dan a2

Exmeunikasi

8 | Pengawasan dan Pengendalian Ea-CF  Persentase tindak lanju persstujuan BS%
yang Efektif pengeiolaan kekayaan Hegara

9 | SDOM yang Kompeten Sa.M Persentase pengembangan kEompetensi 100%

pegawai

10 | Organisasi yang Fit For Purpose 10a=H  Hilai Pemenuhan Linit Kesja serhadap BS

Kriterna Zl meenuju WEEM
'?ﬂ'
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ndikatar Kinesja
10k-H  Milai Reviu Pengelolxan Kinerja B0

11 | Penguatan Pengelcl=an 11a- Persentase bualilzs pelak=snsan 95.5%

Keuangan dan BMM yang Optimal | CP anggaran
12 | Penguatan Tata Kelola 12a-MH Ind=k=s Efskiratas skosesiem kehumasan 355

Kehumasan dalam Ekosistem

Eoka bowatil
Mo, Program/Kegiatan Anggaran
Pengelclasn Peshendaharaan, Kekayaan Megara dan Risika Fp 716450000
1. Komunikasi, Edulasi, dan Standandisasi Rp 17 515,000
2. Konev Perbendabaraan, Kekayaan Megara, dan Risiko Rao 17.515.000
3. Pengelol=an fset Ro B9 535 000
Dulkungan Manapmen Fo 1.2450055. 000
1. Legsslasi dan Litigasi Ro 4 578.000
2. Pengelolaan Kevangan, BMM, dan Umum Rp 1.231 285000
3. Pengelol=an Komunikasi dan informasi Publik Ro 5.552. 000
4. Pengelolzan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Inbemal Rao TERED.DOD

Jdakarta, 31 Jarmari 2022
Direktur Jenderal Kekayaan Megara Eepala Kanior Wilayah Jenderal Kelkayaan Megara
Rionald Sikaban
-'!#
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RINCIAN TARGET KINERJA
KEPALA KANTOR WILAYAH JENDERAL KEKAYAAMN NEGARA ACEH
KEMENTERIAN KEUANGAM

TAHUN 2022

58 dan IKL

o

Tangst

| az |sme 1| o3 |edo3] o4

Perningkatan Komribusi Kekayaan Megara dan Lelang Terhadap Perskonomzan

12-CP |Persentase realsas Penenmaan 106 | 505 | 30% | 60% | 60°% | 100% | 1009
Hegara dari Pengeiciaan Kekayaan
Hegara dan Ledang
1b=CP IF‘cr:H:n'h::e produltivitas lkelang 20 | 25% | 35% | 30% | 30% | 6% | 36%
o=l | Tingkat keberbasilan joint program : : . : . B | B0%
pelaksanzan RCE dan
pengembangan LMK
2 IFu-ng-n-ll:hn Kekayaan Hegara dan Lelang yang Memernuhi Harapan Pengguna Jasa
Za.CP Iﬁmnhmﬂmhn:ipnkﬂ. Lelang 2w [ a0% [ 40% | 7o | 70% | 00% | 00w
2b-CP | Persentase Perununan Oefstanding 8% | B0% | S0% | 7% | TEW | 100% | 100%
Piuntang Megara
3 II‘.’u-p.l-aum Pengguna Layanan yang Tinggl
Ja=M Indeks Kepguasan Pengguna Layanan . . . . . 4 55 4.B5
Karmwil dan KPRRL
4 IFu-ngall:hnn Kekayaan Negara dan Letang yang Optimal
d3:CPF | Tingkat Kesesuaian Penggunaan : Bl | BO% | B5% | 56% | 65% | G&%
EMM dengan SESK
4b-CF | Persentase Bidang Tarah BN yang 20 | 40% | 40% | 80% | 60% | 100% | 100%
Disertipikatan
4c.CP  |Pementase Penyelesaizn Berkas 26% | 60% | 0% | 75% | 75% | 100% | 1004
Kazu=s Pinlang Megara (BEPH)
4d-H | Persentase implementes Evaluzs 106 | 40 | 40% | 75% | 75% | 100% | 10045
Kmnerja BMHN [Pariofola Ased)
5 Pelaizanzan Penilaan yang Akuntabel dan Profesional
5a:CP | Devias Ketsrguraan Hasil Perilasan 198 | 19% | 19% | 19% | 19% | 1% 15%
& Fenerapan Tata Kelola Pivtang Negara dan Lelang yang Efekiif
Ba-H |Persentasze Pelaksanaan Lelang E-
Suction dan E-Cormrentonal Awuction B2 | 8% | B | E2% | 892% | 8% | 82%

®
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52 dan KL

Drerwizrss Data PHEP Fungsianal DKM 105 10 | 109 | 105 | 108 103 1105
7 |[Edukasi yarg Efektif
Tasil | Tingkat efektvits edukasi dan : Bz a2 x = = 5&
omunikasi
B Fengaeasan dan Pengendalan yang Efekel
Ba.CP |Persentase Smdak fanjut persetjuan . | 40% | 40% | - | 40% | B5% | E&5%
pengeloiaan kzkayzan negara
] BOM yang Kompeien
Sa-H |Persentaze pengembangan 15% | 406 | 40% | 75% | 75% | 100% | 100%
kompetensi pegarsa
10 'Elrgar'ﬂuai yang Fit For Purposs
10a-M | Hilai Pemenuhan Umit Kesja terhadap
Kritesia Z1 menuju WEEM : . - . - ES BG
10b-M | Hilai Reviu Pengelolzan Kmera . . . . . & RO
11 Ferguatan Pengeloclsan Keuangan dan BMIN yang Ogptimal
T1a-CPF | Persentase kualitas pelaksanaan O55% | 955 | 955 | 955 | 5.6 |95.5% | 95.5%
anggaran T - % &
12 Penguatan Tata Kelola Kehumazan dalam Ekosistem Kolaborat
1230 |indeks Efektivitas ekossbem
wshumasan . 3,65 | 355 . 355 | 355 | 3,65
Jakarta, 31 Janwan 2022
PHS yang dinilai,
e
Syukriah HE
'i-a#
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Sasaran Karja Pagawai

KEMENTERIAN KELAMGAMN FERIODE PEMILALAM
1 Jarusrn 2022 s.d 31 Desambar 20Z2

PEGAWAL YANG DINILAL PEJABRAT PENILAI KIMER.JA
WA, Syukriah HG Il sy | Rionald Sikaban
HIF TH7004 101506030001 HIF |TBEE0AEsTea0 0001 |
PARGEATASOL |Pembina Utama Muda, Wic PANGKATIGOL |Pembina Lsama, IWie
RLMMNG RLLAN
JABATAM [Kepala Rantor Wiayah Jenderal TABATAM a
sk ayaan HB\:}HE Aiomh egara
LAKIT KER.J& Karmaor Wilayah Deektorat Jenderal | UNIT KERLA lEhru-h'u:lzl denderal Kekayzan
piskayman Hegara fScsh Bgara
i [ REM Gkl KINER.LA IHDHATOR KIMERLA R OAIDL TARGET
[E]] 4]
Persentzse realisas Penenmaan Negaa 1005
dari Pengeiolzan Kekayaan Hegam dan
Lestang
Persentre produkbvitas kelang T
3 |Perangkatan kontribusi kekayaan Tingkat keberhasilan joint program Bl%
negara dan lelang 1erhadap pelaksarman RCE dan pengembangan
perekonomian LIk
4 [Pengeiolaan Kekayaan Negara dan | Pesentese Fealisam Pokok Lelang 1005
Ledang yang Memenubi Harapan
Pengguna Jasa
BE Pengelolaan Kekayaan Negara dan Pementase Penurunan Ot tanding Panang)| 100%
Ledang yang Memenubi Harapan Megara
Pengguna Jasa
& |Kepuazan Pengguna Layanan yang | indeks Kepuasan Penggurs Layaran 4,85
tinggi Kanwil dan KPEHL
7 |Pengeiclaan Kekayaan Negara dan | Tingkat Kesesuaian Penggunaan BM E5%
Ledang yang Optimal dengan SESK
& |Pengeiclaan Kekayaan Megara dan | Persentzse Bidang Tanah BMN yang 100
Ledang yang Optimal Disertipiicatian
9 |Pengeiolaan Kekayaan Negara dan | Pesentse Penyelesaian Berkas Kasus 1004
Ledang yang Optimal Piutang Megara (BKPR)
10 |Pengeiciaan Kekayaan Megara dan | Persentzse implementasi Evaluasi Knena 1005
Ledang yang Optimal BN {Parofolo Aset)
11 |Pelak=anzan Penilaian yang Desiasi Ketergunaan Hasl Penilaian 19%
Akuntabel dan Profesioral
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THDIFCAT OR KINERIA INCIWID0

3}

LE!
Pemsentzee Pelaksaraan Lefang E-Auchon
dan E-Cormeen@onal Auction

13 |Penerapan Tata Kelala Putang

Hegara dan Ledang yang Efedoif

Deviasi Data PMBP Fungsional DJEM

10%

dalam Ekasisiem Kolaborabf

14 |Edukasi yang Efektif Tingiat efektivitas eduiasi dan komurikasa 52
n dan Fengendalian yang | Pesentzse tndak |anut persetupuan Both
[Efedsf pengelolaan kelyasn negara
yamng Kompeden Pemsentzress pengembangan kompeiersa 100
pegawT
17 |Orgarisa yang Fif For Pwpase Mikai Pemeruhan Unit Kz teshadap BS
kriteria Z1 menuju WEBM
18 |Crgarssasi yang Fit For Pupose Milai Reviu Pengelolaan Kinega BO
uatan pengelolaan keuangan dan| Pesentzes kuabtas pelbksaraan anggaran 56,0%
BN yang optimal
uatan 1at Reloa Kenumasan Iredek= Elekivnlas skosistem kehumasan 4,55

ish HG
NIP 197004 191956032001

Jakarta, 31 Jarmari 2022
Pejabat Penilai Kinera,

Py

Rionald Siaban

MIF 1566042 31550101001
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INISIATIF STRATEGIS
KEPALA KANTOR WILAYAH JENDERAL KEKAYAAN NEGARA ACEH

KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2022
Inisiatif Strateqis Outoutl Oudoome - — . | Penanggung Jawab Anggaran
) Fegealan Uhtpud
1 | Pengelolaan |Kompetisilnovasi  |Jumbsh asetyang | O1: Imventansas 01: Daftar Aset yang | O s.d. Od Bidang PEMN :
Kekayaan  (Manajer Aset (KOWN  |diberdaysian dan | terhadap aset yang akan dibandayaican
Megarayang |MAS) DJEN memiberican manfaat | sian dimanfaatian
Akuntabel dan ekonomi dan sosial | dibendayakanidimanfaat
Produisd! kepada masyarakal | kan
Parsentase 02: Pelaksanaan (0Z: Laparan Kegatan
Penerimaan Manitaring Kegiatan [ Monitoring
;I:gmllddarl (03: Pefaksanaan (3: Laporan Kegatan
K"FI ::" Manitaring Kegiatan Monitoring
Hegara dan (d: Evaluasi (04: Laparan Hasl
Lislang Pelaksanaan Kegiatan | Evaluasi Kegiatan

Jaiarta, 31 Januan 2022
PHE yang dinia,

74



	6173054_Mesa de trabajo 1
	LAKIN_Kanwil_DJKN_Aceh_Tahun_2022docx.pdf



